LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 3, 1950.

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
PIAGAM. Keputusan Presiden R.LS. Nr 48,
Tahun 1950, tentang mengumumkan Piagam pe-
nanda tanganan Konstitusi Republilk Indonesia
Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat,

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang:

Menimbang:

| _ Menimbang:

bahwa naskah Undang-undang Dasar Semen-
tara berisi Konstitusi Republik Indonesia Se-
rikat, jang disetudjui oleh Delegasi Republik
Indonesia dan Delegasi Daerah-daerah Baha-
gian dalam perhubungan Pertemuan untuk
Permusjawaratan Federal di Scheveningen,
telah disetudjui pula oleh Pemerintah Repu-
blik Indonesia dan Pemerintah masing-masing
Daerah Bahagian tersebut, demikian pula oleh
Komite Nasional Indonesia Pusat dan Dewan
Perwakilan Rakjat dari masing-masing Daerah
Bahagian;

bahwa menurut pasal 197 ajat 1, Konstitusi
mulai berlaku pada saat pemulihan kedaulatan,
jang telah terdjadi pada tanggal 27 Desem-
ber 1949; :

bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat
perlu diumumkan agar supaja setiap orang
dapat mengetahuinja;

Memutuskan:

Mengumumkan dengan menempatkan dalam Lembaran- .
egara Republik Indonesia Serikat:

L. Piagam penanda tanganan Konsti

Serikat,

tusi Republik Indonesia
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II. Konstntum Repubhk Indonesia Serikat.

Dxtetapkan di Djakarta,
- pada -tanggal 31 Djanuari 1950,

Presiden Republik Indonesia. Serikat,
Untuk Beliau:

Perdana-Menteri,
MOHAMMAD HATTA.,

Menteri Kehakiman,

SOEPOMO.

: Diumumkan di Djakarta,
o pada tanggal 6 Pebruari 1950.

Menteri Kehakiman,

SOEPOMO.
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PIAGAM PENANDA TANGANAN
KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
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t-belas Desember. ¢
.da hari Rebo, tanggal empa ; T, tahup
segggasen?bilan ratus empat puluh seml?llan, _kaml, Waki
Pemerintah Republik Indonesia dan Wakil-wakil Pemerintg},
Daerah Bahagian dalam perhubungan Pertemuan ungy)
Permusjawaratan Federal, berkumpul di Djakarta, Pegang.

saan Timur, nomor lima pulubh enam,

Menjatakan:

bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
masing-masing Daerah Bahagian tersebut, demikian pula
Komite Nasional Indonesia Pusat dan Dewan Perwakilan

‘Rakjat dari masing-masing Daerah Bahagian,

setelah mempeladjari dan mempertimbangkan naskah
Undang-undang Dasar Sementara berisa Konsitusi Repu-
biik Indonesia Serikat, jang disetudjui oleh Delegasi Repu-
blik Indonesia dan Delegasi Daerah-daerah Bahagian tersebut
diatas di Scheveningen, pada hari Sabtu, tanggal dua puluh
sembilan bulan Oktober, tahun seribu sembilan ratus empat
puluh sembilan,

menjetudjui naskah Undang-undang Dasar Sementara,
berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat,

Kemudian dari pada itu, maka berdasarkan kekuasaan jang
diberikan pada kami oleh masing-masing Pemerintah kami,
untuk membuktikan itu, kami membubuh tanda-tangan kami
pada Piagam Penanda-tanganan ini,

Untuk:

Republik Indonesia,
Mk. Somsanro TIRTOPRODJIO.

Kalimantan Barat,
Surtany Hamip 1L

Indonesia Timur,
Ibe Awax Aguxng Gpe AGUNG.
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Madura,

PANGERAN AbirAT Ario TJAEKRANINGRAT.

Bandjar,
MoBAMMAD HANAFIAH,

Bangka,
Monammap Jusur Rasior.

Belitung,
K. A. Monaymap Jusur.

Dajak Besar,
Mvunrany BiN Hapst ALL

Djawa Tengah,
Dr. R. V. Suparro.

Djawa Timur,
RADEN SOEDARMO.

Kalimantan Tenggara,
M. Jamani

Kalimantan Timur,
A. P. SOSRONEGORO.

; Pasundan,
MRg. DJuMHANA WIRIAATMADJA.

Riau,

Rapsa MOHAMMAD.

’

Sumatera Selatan,
Appur, MALIK.
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' ' Sumatera Timur,
RapJa KALIAMSIAH SINAGa,

m Penanda-tanganan Konstitusi Replibiik Ind§

Dari Piaga
dua puluh) helai jang disampa;

nesia Serikat ini dibuat 20 (

kan kepada:
1. Para Pemerintah jang turut menanda-tangani Piagam inj |

Pemerintah Keradjaan Nederland di Den Haag.
Pemerintah Federal Sementara di Djakarta.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia

(UN.CL).

RSN
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Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna,

9
MUKADDIMAY

Kami bangsa Indonesia Semendjak berpuluh-pylyh tahun
lamanja  bersatu-padu  dalam perdjuangan-kemerdekaan,
dengan senantiasa berhati-tequh

' berniat menduduki hak-
hidup sebagai bangsa jang merdeka-berdaulat,

Kini dengan berkat dan rahmat Ty

han telah sampai kepada
tingkatan sedjarah jang berbahagia

dan luhur,

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam
suatu Piagam negara jang berbentuk republik-federasi, ber-
dasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, peri-
kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial,

Untuk mewudjudkan kebahagiaan kesedjahteraan,

perda-
maian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara

~hukum
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BAB 1. - _
NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
BAGIAN 1.
BENTUK NEGARA DAN KEDAULATAN.
Pasal 1,

1. Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdau-
lat jalah suatu negara-hukum jang demokrasi dan berbentuk
federasi.

2. Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat
- dilakukan oleh Pemerintah b

€rsama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakjat dan Senat.

BAGIAN 11,

DAERAH NEGARA.

Pasal 2.

Republik Indonesia Serikat m
“nesia, jaitu daerah bersama:

a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut
status quo seperti tersebut dalam persetudjuan Renville
tanggal 17 Djanuari tahun 1948;

egara Indonesia Timur: :
egara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta;
Negara Djawa Timur;
Negara Madura;

egara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa
Status quo 'Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhu-
bungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku;
b. Satuan-satuan kenegaraan jang tegak sendiri:
Dijawa Tengah;
Bangka;
Belitung;
Riay;
Kalimantan Barat (Daerah istimewa);
ajak Besar;
aerah Bandjar;
alimantan Tenggara; dan
alimantan Timur;

eliputi seluruh daerah Indo-

———
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daerah-daerah-bahagian jang dengan kemer-
dekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan
‘federasi Republik Indonesia ‘_Serikat, l?erdasarkan jang
ditetapkan dalam Konstitusi ini dan lagi :

c. daerah-daerah Indonesia selebihnja jang bukap daerah-

‘daerah-bahagian.

a. dan b. jalah

BAGIAN III.
LAMBANG DAN BAHASA NEGARA.

Pasal 3.

1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat jalah
bendera Sang Merah Putih.
2. Lagu kebangsaan jalah lagu ,Indonesia Raja”.

3. Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara.

Pasal 4.

Bahasa. resmi Negara Republik Indonesia Serikat jalah
Bahasa Indonesia.

BAGIAN IV.

KEWARGA-NEGARAAN DAN PENDUDUK
NEGARA.

Pasal 5.

1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia Serikat diatur
oleh undang-undang federal.

P 2. Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau
fe;llgan kuasa undang-undang federal. Undang-undang
ederal mengatur akibat-akibat pewarga-negaraan terhadap

isteri orang jang telah diwar i :
jang belum dewasa, ganegarakan dan _anak anaknja

Pasal 6.

PendUdUk Negara
menurut aturan-at
undang federal,

jalah mereka jang diam di Indonesia
uran jang ditetapk dang-
g pkan dengan undang
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BAGIAN v

HAK-HAK DAN KEBEBASAN-KEBEBASAN
DASAR MANUSIA

Pasal 7,

Nr 3, 1950

L]

5 1. Setiap oran
Undang-undang.

2. Segala orang berhak menuntut - perlaky
~ dungan jang sama oleh Undang—undang.

3. Segala orang berhak menuntut
terhadap tiap-tiap pembelak
penghasutan untuk melakyka

g diakui sebagai manusis pribadi terhadap

an dan perlin-

perlindungan jang sama
angan dan terhadap tiap-tiap
N pembelakangan demikian.

-hukum jang
tuk itu, mela-

Pasal 9,

1. Setiap orang berhak den
gal dalam perbatasan Negara.

2. Setia
ia warga

gan bebas bergerak dan ting-

P orang berhak meninggalkan ne

geri dan ~ djika
-negara atau penduduk — kembal

i kesitu.

Pasal 10.
Tiada Seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diper-
- hamb;,,

perbudakan, perdagahgan-budak dan perhambaan dan

Segala perbuatan berupa apapun jang tudjuannja kepada itu,
terlarang,

Pasal 11.

Seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan

ukum setjara ganas, tidak mengenal peri-kemanusia-
U menghina, :

Tiada
Atau djp
an atg
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Pasal 12.

i ditangkap atau ditahan
iada seorang djuapun bol.eh _ X
se]Zilr?njii atas pgrintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah
menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dap
menurut tjara jang diterangkan dalamnja.

Pasal 13.

1. Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuh-
. nja, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh
hakim jang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan
kewadjiban-kewadjibannja dan dalam hal menetapkan apa-
kah suatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnja
beralasan atau tidak.

2. Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djua-
pun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan
kepadanja oleh aturan-aturan hukum jang berlaku.

Pasal 14.

1. Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan
sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sam-
pai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan,
menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, dan ia dalam

sida'n.g itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan
dan jang perlu untuk pembelaan.

2 (}’iqda seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum
atau didjatuhkan hukuman, ketjuali karena suatu aturan

hukum jang sudah ada dan berlaky terhadapnja.

3. . [3
tersebu?pc?sﬁiil ada perubahan dalam aturan hukum seperti

lebih baik e ajat diatas, mgka dipakailah ketentuan jang

sitersangka,
Pasal 15,
1. Tiada
diantjamkan Eﬂi;umfndanggaran atau. kedjahatanpun boleh

Punjaan jang bersalah. berupa rampasan semua barang ke-

2. Tid
perdata 1ataal; lfu]?!:u hukumanpun mengakibatkan kematian
chilangan segala hak-hak kewargaan.
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Pasal 16.°

2. Mengindjak suatu pekaran
memasuki suatu rumah bertentan
jang mendiaminja, hanja dibole
tetapkan dalam suatu aturan h

gan tempat kediaman atau
gan dengan kehendak orang
hkan dalam hal-hal jang di-
ukum jang berlaku baginja.

Pasal 17.

Kemerdekaan dan rahasia

menjurat tidak boleh diganggu-gugat, selainnja dari pada atas
perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan

untuk itu  menurut peraturan-peraturan undang-undang
dalam hal-hal jang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 18.

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsjafan
batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar
agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut aga-
manja atau kejakinannja, baik sendiri maupun bersama-sama

engan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam ling-

ungannja sendiri, dengan djalan mengadjarkan, mengamal-
kan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama,

serta dengan djalan mendidik anak-anak dalam iman dan
Xejakinan orang-tua mereka.

Pasal 19.

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan me-
ngeluarkan pendapat. '

Pasal 20.

Hak penduduk atas kebebasan.berkumpul dan berapat
“eljara  damaj diakui dan sekadar perlu didjamin dalam
Peraturan-peraturan undang-undang.

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu—I

dalam perhubungan surat. -

-t
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" Pasal 21.

dengan bebas memadjukap

. n berhak
1. Setiap orang baik dengan lisan ataupup

pengaduan kepada penguasa,
dengan tertulis. , .

2. Setiap orang berhak memadjukan permohonan kepada
penguasa jang sah. e

Pasal 22.

1. Setiap warga-negara berhak turut serta dalam peme-
rintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-

-wakil jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentu-

kan oleh undang-undang.

2.- Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap
djabatan pemerintah.

Orang asing boleh diangkat dalam djabatan-djabatan
pemerintah -menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh

undang-undang.
Pasal 23,

Setiap warga-negara berhak dan berkewadjiban turut serta
dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.

Pasal 24.

1. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau
kerugian kepada termasuknja warga-negara dalam sesuatu
golongan rakjat.

2. Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan
hukum golongan rakjat akan diperhatikan. -

Pasal 25.

1. Setiap orang berhak mempunjai milik, baik sendifi
maupun bersama-sama dengan orang lain.

2. SP:Oran un tid ; Lo :
semena~mena?p idak boleh dirampas miliknja dengan

: : Pasal 26.
. Pentjabutan hak (onteigening) untuk ~ kepentingan

umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali

dengan men '
‘ gganti kerugian _aturan
undang-undang. gian dan menurut aturan
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2. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan

- . untuk ke-

pentmgan umum, ataupun, baik untuk selama-lalma:llja;1 maz—-

i ur%tuk ‘beberapa lama, harus dirusgkkan sampai tak

terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan

dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan

undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknja
oleh aturan-aturan itu.

Pasal 27.

1. Setiap warga-negara, dengan menurut sjarat-sjarat
kesanggupan, berhak atas pekerdjaan jang ada.

Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan
dan berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.

2. Setiap orang jang melakukan pekerdjaan dalam hal-
hal jang sama, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin
kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan
martabat manusia.

Pasal 28.

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk
kedalamnja untuk memperlindungi kepentingannja.

Pasal 29.

1. Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi
pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut
peraturan-peraturan undang-undang.

2. Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas.

Pasal 30.

Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendiri-
kan organisasi-organisasi untuk itu, dan d]ugfa _untuk penga-
djaran partikulir, dan mentjari dan mempunjai harta untuk

maksud-maksud itu, diakui.

Pasal 31.

didaerah Negara  harus p{atuh
k aturan-aturan hukum jang

-penguasa jang sah dan

_Setiap orang jang ada
kepada Undang-undang, termasu
tak tertulis, dan kepada penguasa
Jang bertindak sah.
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Pasal 32.

ran tentang mkelakzk?n ha;)k-hak daii
can jang diterangkan alam bagian jn;:
]égili»(;b;s;?ice;f;)r?si enéta-gkan batas.-batas- hak-hak dan k?;’
b;basan-rkebebasan itu, akan tetapi hal;]]alah semata-mata
untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak
boleh tiada terhadap hak:-hak. s:erta lfebeb§1san-kebebasan
k memenuhi sjarat-sjarat jang adil untyk

orang lain, dan untu .
keter?teraman Lesusilaan dan kesedjahteraan umum dalam
suatu persekutuan jang demokrasi.

2. Dijika perlu, undang-undang federal menentukan

pedoman dalam hal itu bagi undang-undang daerah-daerah-

bagian.

1. Peraturan-peratu

Pasal 33.

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsir-
kan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan
atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk mengusa-
hakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun
jang bermasukd menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan

jang diterangkan dalamnja.

BAGIAN VL
ASAS-ASAS DASAR.

Pasal 34.

Kema.uan 'R_akjat adalah dasar kekuasaan penguasa; ke-
a:}l:;la.n 1tud.(ilu]1<;atakan dalam pemilihan berkala jang djudjur
5 _Jfang ilakukan menurut hak-pilih jang sedapat mungkin

rsifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan

suara jang rahasia atau iara i '
; pun menurut tjara janq djuga mendja-
min kebebasan mengeluarkan S JRER e djug j

Pasal 35. ;
.Penguasa sesan
minan sosial, terig
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‘Pasal 36,

1. Meninggikan kemakmuran rak
terus-menerus diselenggarakan o]

at untuk dirinja serta ke-
luarganja.

2. Dengan tidak mengurangj pembatasan jang ditentu-
kan untuk kepentingan umum

€ngan peraturan-peraturan
undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan
kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakapan masing-
masing untuk turut serta dalam perkembangan'sumber«-sumber
kemakmuran negeri.

Pasal 37.

Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan
Negara.

Pasal 38.

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebuda-
jaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan,. Dengan mendjun-
jung asas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaganja

perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian
dan ilmu-pengetahuan.

Pasal 39,

1. Penguasa wad
kembangan rak
al ini teristim
uta-huryf,

2. Dimana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akap
Pengadjaran y

; mum jang diberikan atas dasar memperdalam
keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia,
embangyn dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan,
€sabaran dap penghormatan jang sama terhadap kejakinan
49ama Setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam
Jam-peladjaran untuk mengadjarkan peladjaran agama se-
Suaj dengan keinginan orang-tua murid-murid.

jib memadjukan sedapat-dapatnja per-
jat baik rohani maupun djasmani, dan dalam
ewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan
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3. Murid-murid seko

i rut
kebaikan-kebaikan ment
a:: umum, haknja sama dengan

umum. . :
4. Terhadap pengadja
saha melaksanakan denga

b Pasal 40.

asa berusaha dengan sungguh-sunggquh
han umum dan kesehatan rakjat.

Pasal 41.

1. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada se-
gala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
2. Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan

lah partikulir memenuhi Sjarat-sjarag
undang-undang bagi penga diar.
hak murid-murid sekola},

n lekas kewadjiban beladjar jang

Penguasa senanti
memadjukan kebersi

perkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang, ter- .

masuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

BAB II.

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN DAERAH-
DAERAH-BAGIAN.

BAGIAN 1L
DAERAH-DAERAH-BAGIAN.

Babakan 1. Ketentuan umum.

Pasal 42.

Sambil menunggu penjelesaian susunan Republik Indonesia
Serikat sebagai federasi antara negara-negara-bagian jang
saling sama-martabat dan saling sama-hak, maka daerah-
daerah-bagian jang tersebut dalam pasal 2 adalah saling

sama-hak,
Pasal 43,
[?alam penjelesaian susunan federasi Republik Indonesid
kulah asas-pedoman, bahwa kehenda
rsangkutan jang dinjatakan

menurut djalan demokrasi, memutuskan

s_tatus 'an k ; :
tersebu]t dgalar?l}gggi:s?a akan diduduki oleh daerah-daerd

ran rendah, maka penguasa ber,.

b 8



21 Nr 3, 1950
Pasal 44.

perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, begitu pula ma-
suk kedalam atau menggabupgkan diri kepada suatu daerah-
bagian jang telah ada, hanja boleh dilakukan oleh sesuatu
Jaerah — sungguhpun sendiri bukan daerah-bagian — me-
qurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang
federal, dengan mendjundjung asas seperti tersebut dalam
pasal 43, dan sekadar hal itu mengenai masuk atau mengga-
bungkan diri, dengan persetudjuan daerah-bagian jang ber-
sangkutan.

Pasal 45.

Tataan dan tjara mendjalankan pemerintahan daerah-
daerah-bagian haruslah menurut tjara demokrasi, sesuai
dengan asas-asas jang termaktub dalam Konstitusi ini.-

Babakan 2. Negara-negara.
Pasal 46.

1. Negara-negara jang baru dibentuk membutuhkan
pengakuan undang-undang federal.

2. Undang-undang federal tidak memberikan status ne-
gara kepada daerah-daerah jang dipandang tidak akan
sanggup melaksanakan dan memenuhi hak-hak, kekuasaan-
kekuasaan dan kewadjiban-kewadjiban suatu negara.

Pasal 47.

Peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara harus-
lah mendjamin hak atas kehidupan-rakjat sendiri kepada pel-
bagai persekutuan-rakjat didalam lingkungan daerah mereka
itu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewu-
djudkan hal itu setjara kenegaraan dengan aturan-aturan
tentang penjusunan persekutuan itu setjara demokrasi dalam
daerah-daerah otonomi.

Pasal 48.

1. Peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara
tidak akan memuat ketentuan jang seluruhnja atau sebagian

er]‘?wanan dengan Konstitusi ini.
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ketatanegaraan tersebut g
2 Peraturan-'peratucll-':ﬁm‘nja baru mulai berlaku sesud:i:

ubahan-perubahan
g?t]zmbang g]eh Pemerintah federal. |
1{1ntuk maksud itu maka peraturan-peraturan tersebut g,

sai di -lekasnja dikirimka
i dibuat, dengan selekzjts le j 1 olek
;iﬁehriiiflfa;eéam kepada Pemerintah federal.

3. Sekiranja menurut timbangan Pemefizllf?ljl Ifeciera.l ada
sesuatu jang berlawanan sebagai dimaksud dalam ajat 1,
maka dalam dua bulan sesqdah menerima surat—sura.t ity
Pemerintah federal menjampalkar? hal itu kepada Pemerintal
negara dan mengundangnja supaja bertindak membuat pery.

bahan.

4, Apabila Pemerintah negara tetap me]a!aikar} menurut
petundjuk-petundjuk jang dimaksud dalam ajat diatas sely-
ruh atau sebagiannja, ataupun apabila Pemerintah negara
berpendapat bahwa petundjuk-petundjuk itu tak tepat diberi-
kan, maka baik Pemerintah federal maupun Pemerintah ne-
gara boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahkamah
Agung Indonesia dan keputusan ini bersifat mengikat.

5. Apabila Pemerintah federal memberitahukan kepada
Pemerintah negara dalam waktu jang tersebut dalam ajat 3,
bahwa peraturan ketatanegaraan atau perubahan dalamnja
jang dipertimbangkan kepadanja mendapat persetudjuannja,
ataupun dalam waktu tersebut tidak memaklumkan timbangan
apa-apa, maka peraturan ketatanegaraan itu dipandang telah
mendapat pengakuan Pemerintah federal sebagai peraturan
ketatanegaraan negara itu jang sah, ataupun perubahan ter-
sebut dianggap telah diakuinja sebagai termasuk dalam pera-
turan ketatanegaraan Negara itu jang sah dan dalam hal
demikian maka peraturan ketatanegaraan itu lalu didjamin-
nja; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditentukan dalam

-

Babakan 3. Satuan-satuan kenegaraan jang tak tegak
sendiri jang bukan negara.
Pasal 49.

si bagi satuan-satuan kenegaraa?

o ¥
dengan undang-undang ]feggresl.lkan berstatus negara, !
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Babakan 4. Daerah-daerah jang bukan daerah-bagian
dan distrik federal Djakarta,

Pasal 50,

1. Pemerintahan atas daerah-daerah jang diluar ling-
rungan daerah sesuatu daerah-bagian, dan atas distrik fede-
ral Djakarta dilakukan oleh alat-alat-perlengkapan Republik
Indonesia Serikat menurut aturan-aturan jang akan ditetap-
kan dengan undang-undang federal. |

2. Daerah-daerah-bagian jang masuk bilangan untuk itu, j
boleh disertakan dalam pemerintahan itu dengan persetu- g
djuan pemerintahnja. | ,;

BAGIAN II.

PEMBAGIAN PENJELENGGARAAN-PEMERIN-
TAHAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT !
DENGAN DAERAH-DAERAH-BAGIAN.

Babakan 1. Pembagian penjelenggaraan-pemerintahan.
Pasal 51.

1. Penjelenggaraan-pemerintahan tentang pokok-pokok
jang terdaftar dalam lampiran Konstitusi ni dibebankan
semata-mata kepada Republik Indonesia Serikat.

2. Daftar lampiran penjelenggaraan-pemerintahan jang
tersebut dalam ajat 1 diubah, baik atas permintaan daerah-
daerah-bagian bersama-sama ataupun atas inisiatip Pemerin-
tah federal sesudah mendapat persesuaian dengan daerah-
daerah-bagian bersama-sama, menurut atjara jang ditetap-
kan dengan undang-undang federal.

3. Perundang-undangan federal selandjutnja  akan
Ntengambil segala tindakan jang perlu untuk mengurus penje-
_lenggaraan-pemerintahan jang dibebankan kepada federasi
thgan semestinja. .

Segala  penjelenggaraan-pemerintahap  jang tidak
Masuk dalam penetapan pada ajat-ajat diatas adalah kekua-
Saan daerah-daerah-bagian semata-mata.

Pasal 52.

i 1, Daerah-bagian berhak mendapat bagian jang sebesar-
€Sarnja dalam melaksanakan penjelenggaraan-pemerintahan
ederal oleh perlengkapan daerah-bagian itu'sendiri.
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a Republik Indcnesie;) Sgrikat sedapat-dapy.
nja meminta bantuan daerah-daerah- :flglan.

2. Apabila Republik Indonesia Serikat menuntut bantyay,

' ksanakan peraturan-peratyr,
i bagian untuk melaksan: . n
?f;:?ellll b;g o daerah-bagidn wadjib memberikan bantuap ity,

i ksanakan pemerintah
ah-daerah-bagian ~ melaksana : N
ik113t.~se]1izejrang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan pep.
dapat lebih tinggi alat-alat-perlengkapan federal jang

bersangkutan.

Untuk itu mak

Pasal 53.

Dalam menjelenggarakan tugas-pemerintahannja daerah-
daerah-bagian dapat bekerdja bersama menurut aturan-
aturan umum jang ditetapkan undang-undang federal:
aturan-aturan itu menentukan pula tjampur-tangan Republik
Indonesia Serikat jang boleh djadi dilakukan dalam hal itu,

Pasal 54.

1. Penjelenggaraan seluruh atau sebagian tugas-pemerin-
tahan suatu daerah-bagian oleh Republik Indonesia Serikat
atau dengan kerdja-sama antara alat-alat-perlengkapan Re-
publik Indonesia Serikat dan alat-alat-perlengkapan daerah-
bagian jang bersangkutan, hanjalah dapat dilaksanakan
atas permintaan daerah-bagian jang bersangkutan itu.

Bantuan Republik Indonesia Serikat itu sedapat mungkin

terbatas pada tugas-pemerintahan jang melampaui tenaga
daerah-bagian itu.

2. Untuk memulai dan menjelenggarakan tugas-pemerin-
tahan sesuatu daerah-bagian dengan tiada permintaan jang
bermaksud demikian, Republik Indonesia Serikat hanja ber-
kuasa dalam hal-hal jang akan ditentukan oleh Pemerintah
fedefal c.iengan persesuaian Senat dan Dewan Perwakilan
Rakjat, jakni apabila daerah-bagian itu sangat melalaikan

tugasnja, dan menurut aturan-aturan i iteta gan
; - n jang ditetapkan den
undang-undang federal . l

Babakan 2. Perhubungan keuangan.

Pasal 55,

Undang-undang federa] menentuy

' -penda-
patan jang, sebagai pendapatan fed kan pendapatan-p

erasi sendiri, masuk per-
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pendaharaan Republik Indonesia Serikat;
patan jang lain, sekadar menurut hukum t}d
gian persekutuan-hukum bawahan, masyk se
kegunaan perbendaharaan daerah-bagian
patan sendiri bagi daerah-daerah ijty. ’

2. Pada pembagian pendapatan-pendapatan jang dimak-
sud ajat diatas diusahakan mentjapai perimbangan, sehing-
ga baik Republik Indonesia Serikat maupun daerah-daerah-
bagian berdaja membajar segala pembajaran jang bersang-

kutan dengan penjelenggaraan-pemerintahannja. dari penda-
patan-pendapatan sendiri.

3, D-eng.an tidak mengurangi dasar seperti tersebut
dalam ajat jang lalu maka pembagian pendapatan-pendapatan
seboleh-bolehnja disesuaikan dengan pembagian penjeleng-

garaan-pemerintahan seperti ditentukan dalam babakan
diatas.

4. Oleh undang-undang federal dapat ditentukan bahwa
atas padjak-padjak daerah-daerah-bagian dipungut opcenten
untuk keperluan federasi.

sekalian penda-
ak mendjadi ba-
mata-mata untuk
sebagai penda-

Pasal 56.

1. Menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan
undang-undang federal kekurangan uang pada dinas biasa
dalam anggaran daerah-daerah-bagian ditutup dengan
bantuan-biaja dari kas perbendaharaan Republik Indonesia
Serikat.

2. Kekurangan uang pada dinas luar biasa boleh ditutup
dengan bantuan-biaja jang sedemikian.

Pasal 57.

l. Pindjaman uang diluar negeri dilaksanakan hanja
semata-mata oleh Republik Indonesia Serikat. | -
2. Atas permintaan daerah-bagian, Republélfl Indonesxai
Serikat boleh melaksanakan pindjaman uang diluar neger
untuk keperluan daerah-bagian itu. :
' indi dalam negeri,

3. Untuk melaksanakan pindjaman uang .
daerah-daerah-bagian membutuhkan pensahan lebih dahu]g

dari Republik Indonesia Serikat.



. skt

1950, Nr 3 20
Pasal 58.

-bagian j kekuran o
an daerah-daerah-bagian jang gannja
ditll.l-tu;\ nc?egna;an memberatkan kas-perbendaharaan feders)
atau dengan djalan pindjaman, membu?uhkan pensahan
Pemerintah federal.

2. Dalam hal-hal jang ditundjuk oleh undang_-fundang
federal dan menurut aturan-aturan unc%ang:-undal?g itu, pen-
sahan jang dimaksud dalam ajat tadi dapat disangkutkan
kepada mengadakan perubahan-perubahan dalam anggaran
jang bersangkutan itu menurut petundjuk-petundjuk jang
dianggap perlu oleh Pemerintah federal sepakat dengan
Senat.

Pasal 59.

1. Anggaran daerah-daerah-bagian selain dari pada jan

tersebut dalam pasal 58 tidaklah ditjampuri oleh Republik
Indonesia Serikat.

2. Akan tetapi djikalau ternjata kekatjauan dalam kebi-
djaksanaan-keuangan maka Pemerintah federal sepakat
dengan Senat boleh menghendaki supaja daerah-bagian jang

bersangkutan mengadakan perubahan tertentu dalam ang-
garannja.

3. Undang-undang federal menetapkan apa jang dimak-
sud dengan perkataan kekatjauan dalam kebidjaksanaan-~
keuangan, dan membuat aturan-aturan untuk melaksanakan
kekuasaan seperti tersebut dalam ajat diatas, serta mengatur
akibatnja perhubungan dengan pertangguhan jang mungkin

terdjadi dalam melaksanakan bagian-bagian jang bersang-
kutan dalam anggaran itu. -

Pasal 60.

I. - Apa jang ditetapkan dalam pasal 56 sampai dengan

pasal 59 tida‘k boleh dilaksanakan setjara apapun, sehinggad
oleh kare_na tu terdjadi peristiwa-perubahan dalam pemba-
gian Penldenggaran"pemerintahan dan dalam perhubungan
keuangan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-
daerah-bagian sepert; diterangkan dalam bagian ini.



~ akan menentukan lagi djaminan-d

Pasal 61,

Undang-undang federal jang selandjutnja memuat aturan-
aturan tentang perhubungan keuangan antara Republik Indo-
nesia Serikat dengan daerah~daerah~bagian, dimana mungkin
jaminan lain, sehingga Re-
publik Indonesia Serikat dan daerah~daerah-bagian saling

mendjundjung tinggi sepenuh-penuhnja segala hak dan ke-
kuasaannja.

Babakan 3. Hak-hak dan Kewadjiban-kewadjiban.
Pasal 62.

Segala milik harta-benda, piutang dan hak-hak lain jang
diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan mendja-
dilah hak-milik Republik Indonesia Serikat dan daerah-
daerah-bagian, jaitu sekadar bergantung kepada Penjeleng-—
garaan-pemerintahan jang mendjadi beban Republik Indone-
sia Serikat ataupun beban daerah-daerah-bagian.

Pasal 63.

Segala kewadjiban jang diterima dari Indone§ia pada pe-
mulihan kedau]altan ai:lalah kewadjiban Republik Indonesia
erikat,

BAGIAN IIL
DAERAH.DAERAH SWAPRADJA.
Pasal 64.
Daerah-daerah Swapradja jang sudah ada, diakui.

Pasal 65.

i k

Mengatur kedudukan daerah-daerah S\gapf::@anglas:r_

dalam, tugas dan kekuasaan daerah-daerah- aglitu zlilakukan
“nglutan dengan pengertian, bahwa mengatur
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¢rak ijang diadakan antara daerah-bagian dap
3zgg:€—d1;2$h Sv{fap?'adja bersangkutan dan linahwa} dalam
kontrak itu kedudukan istimewa S\yaprad]a akan diperhati.
kan dan bahwa tiada suatupun dari daerah-da'erah S}f?apra-
dja jang sudah ada, dapat dihapusk.an atau dlperketp]. ber.
tentangan dengan kehendaknja, ketjuali un.tuk kepe_ntlngan
umum dan sesudah undang-undang federal jang menjatakan,
bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan atau pe-
ngetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah

daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 66.

Sambil menunggu peraturan-peraturan sebagai dimaksud
didalam pasal jang lalu dibuat, maka peraturan-peraturan
jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian, bahwa
pendjabat-pendjabat Indonesia dahulu jang tersebut dalam-
nja diganti dengan pendjabat-pendjabat jang demikian pada
daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 67.

Perselisihan-perselisihan antara daerah-daerah-bagian dan
daerah-daerah Swapradja bersangkutan tentang peraturan-
peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang men-
djalankannja, diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia
baik pada tingkat jang pertama dan jang tertinggi djuga,
ataupun pada tingkat apél.
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BAB III.
pERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Ketentuan Umum.

Alatﬂalat-perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat

jalah: '
a. Presiden;
b. Menteri-menteri;
c. Senat;
d. Dewan Perwakilan Rakjat;

& e. Mahkamah Agung Indonesia;

~—

Dewan Pengawas Keuangan.

BAGIAN 1.
PEMERINTAH.
Pasal 68.

1. Presiden dan Menteri-menteri bersama-sama merupa-
kan Pemerintah.

2. Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah,
maka jang dimaksud jalah Presiden dengan seorang atau be-
€rapa atau para menteri, jakni menurut tanggung-djawab
chusus atau tanggung-djawab umum mereka itu.

3. Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakarta, ke-

Yuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tem-
Pat jang lain. )

Pasal 69.

1. Presiden jalah Kepala Negara.

2, .Be]iau' dipilih oleh orang-orang jang dikuasakan oleh
Pemerintah daerah-daerah-bagian jang tersebut dalam
Pasa] 2.

D

ualam memilih Presiden, orang-orang jang dikuasakan itu
Saha mentjapai kata-sepakat.

bEr
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3. Presiden harus orang Indonesia jang telah berusjs
30 tahun; Beliau tidak boleh orang jang tidak diperkenankap
serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang
telah ditjabut haknja untuk dipilih.

Pasal 70.

Presiden berkedudukan ditempat-kedudukan Pemerintah,

Pasal 71.

Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sum-
pah (keterangan dan djandji) menurut tjara agamanja tjara
dihadapan orang-orang jang dikuasakan oleh daerah-daerah-
bagian sebagai tersebut dalam pasal 69 dan jang untuk itu
bersidang dalam rapat umum, sebagai berikut:

~Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih
mendjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung
ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apa-
pun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan
memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melaku-
kan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada se-
kali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung atau-
pun tak langsung, sesuatu djandji atau pemberian,

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja sekuat tenaga
akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat
dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan ke-

bebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan chusus sekalian
penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi dan
lagi bahwa saja akan memelihara dan menjuruh memelihara
segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia Seri-
kat, bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada Nusa
dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja dengan setia akan
memenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada
saja .oleh djabatan Presiden Republik Indonesia Serikat, se-
bagai sepantasnja bagi kepala negara jang baik.”



31 g

Nr 3, 1950.

Pasal 72.

1. Djika perlu karena Presiden berhalangan, maka Beliay
memerintahkan Perdana-M

. enteri mendjalankan pekerdjaan
djabatannja sehari-hari,

2. Undang-undang federa] m
baru untuk hal, apabila Preside
lang atau meletakkan djabatannja,

Pasal 73,
Jang dapat diangkat mendjadi Menter; jalah orang jang
telah berusia 25 tahun dap jang bukan orang jang tidak di-
perkenankan serta dalam atay mendjalankan hak-pilih atay.-
pun orang jang telah ditjabut haknja untuk dipilih.
Pasal 74,

. Presiden sepakat dengan orang-orang jang dikuasa-
kan oleh daerah-daerah-bagian sebagai tersebut dalam
- pasal 69, menundjuk tiga pembentuk Kabinet,

2. Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk Kabinet itu,
Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perda-
na-Menteri dan mengangkat Menteri-menteri jang lain.

3. Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk itu djuga,
residen menetapkan siapa-siapa dari Menteri-menteri ity
diwadjibkan memimpin departemen masing-masing.

oleh pula diangkat Menteri-menteri jang tidak memangku
Sesuatu departemen.

1. Keputusan-keputusan Presiden jang memuat p-er-lgang-
. katan jang diterangkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini serta
itanda-tangani oleh ketiga pembentuk Kabinet.

3. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Men-
teri-menter; dilakukan dengan keputusan Pemerintah.

Pasal 75.

L. Menteri-menteri jang diwadjibkan memimpin departe-
Men Pertahanan, Urusan Luar-Negeri, Urusqn Dalam-Ne-
geri, Keuangan dan Urusan Ekonomi, dan d}ug:a Berdana-

€nterj, sungguhpun ia tidak diwadjibkan memimpin salah

Saty departemen tersebut, berkedudukan chusus seperti dite-
fangkan dibawah ini.

o g W .

St

v g ey i
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2. Menteriamenteri—-pemb
lah satu dari
g lalu.

entuk biasanja masing
memimpin Sa departemen-departemen t:;:lsli)n
dalam ajat jan ebut
3. Dalam hal-hal jang memerlukan tindakan dep
era dan dalam hal-hal darurat, maka para menter; ja?lan S6.
kedudukan chusus bersama-sama berkuasa mengamb] ‘Eikber~
tusan-keputusan jang dalam hal itu dengan kekuatan epu-
sama, menggantikan keputusan-keputusan Dewan Mﬁ}lling
erj

_jang lengkap.

Dalam mengambil keputusan,
a mentjapai kata-sepakat.

Menteri-menteri itu bery

sah
: 4 Dalam memusjawaratkan dan memutuskan sesuatu h

jang langsung mengenai sesuatu pokok jang masuk dal al
tugas s1_1atu departemen jang lain dari pada jang tersegm
dalam ajat 1, Menteri Kepala Departemen itu turut serta ut

Pasal 76.

1. Untuk merundingkan bersama-sama ke ;
i i ent 7
'll;?r:‘g::lingan _dumum Republik Indonesia Serikat,p M::Eiﬁ
Perdana.ﬁm ang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh
langan lﬁnten atau dalam hal Perdana-Menteri berha-
gan, oleh salah seorang Menteri berkedudukan chusus.

2. Dew -
o - M.entel'l senantiasa memberitahukan segala
jang penting kepada Presiden.

Masing-masi
dengan Eruszi?ugr Men,te“ berkewadjiban sama berhubung
usan jang chusus masuk tugasnja.

Pasal 77.

Sebelum

m :

angkat sumpaim?lligi( u djabatannja, Menteri-menteri meng”

en menurut tiams + o0 dan djandji) dihadapan Pre¥’
Jara agamanja, sebagai berikut:

»Saja be
tSumpah (menerangkan) bahwa saja,

e. .
nteri, langsung ataupun ta

fs.l;endj‘:'w“ijﬂ'iéln a:faz el apapun, tiada memb i il
4Papun djuga, Pun akan memberikan sesuatt X€ ad?
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Saja bersun.lpah (berdjandji) bahwa
kan atau memnggalkan sesuatu da]
kali-kali menerima darj siapapun diy :
tak langsung sesuatu djandji atay g8 langsung ataupun

Nr 3, 1950

_Saja, untuk melaky-

Pasal 78.

Gadji Presiden dan gadji Menteri-menteri,
ganti-rugi untuk biaja perdjalanan dan biaja pen
djika ada, ganti-rugi jang lain-
undang federal.

begitu pula
ginapan dan,
lain, diatur dengan* undang-

Pasal 79,

1. Djabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku
bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun
didalam dan diluar Republik Indonesia Serikat.

2. Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung
atau tak langsung, turut serta dalam ataupun mendjadi pe-
nanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berda_sar-»
an perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang
diadakan dengan Republik Indonesia Serikat atau dengan
Sesuatu bagian dari Indonesia.

3. Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tang-
gungan Republik Indonesia Serikat, ketjuali surat-surat-
utang umum.

i i | ini tetap ber-
4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasa
laky agas Sizlnereka pselama tiga tahun sesudah mereka meletak-

an djabatannja.
BAGIAN 1L
SENAT.
Pasal 80.

L. Sen«';lt mewakili daerah-daerah-bagian.

i
at-
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3. Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalam
‘Senat.. Pasal 81.

. .  ta Senat ditundjuk oleh pemerintah
Lo dari daftar jang disampaikan oleh ma.

daerah-daerah-bagian, : _ :
sx?mi;:—masing perwakilan rakjat dan jang memuat tiga tjalon

untuk tiap-tiap kursi.
2. Apabila dibutuhkan tjalon untuk dua kursi, maka pe-

'merintah bersangkutan bebas untuk menggunakan_n sebagai
satu, daftar-daftar jang disampaikan oleh perwakilan rakjat

untuk pilihan kembar itu.

'3, Dalam pada itu daerah-daerah-bagian sendiri menga,.'
dakan peraturan-peraturan jang perlu untuk menundjuk
anggota-anggota dalam Senat.

Pasal 82.

- Jang boleh mendjadi anggota Senat jalah warga-negara
jang telah berusia 30 tahun dan jang bukan orang jang tidak
diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih atau-~
pun jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 83.

- Anggota-anggota Senat sebelum memangku djabatannja,
mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan
Presiden atau Ketua Senat jang dikuasakan untuk itu oleh
Presiden, menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

,,S_aja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk di-
tundjuk mendjadi anggota Senat, langsung ataupun tak lang-
stng, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan
atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu ke-
pada siapapun djuga.
karsla;?abersun}ljah (berdjandji) bahwa saja, untuk melaku-
kali-kaliu ﬂllcenlnggalka.n sesuatu dalam djabatan ini tiada se-
TRl akan menerima, langsung ataupun tak langsung,

arl siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saj iy |
men?ﬂ:inlzirsrsmpa]l? (berdjandji) bahwa saja senantiasa akan
emelihara Konstitusi dan segala peraturan jang
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lain jang berlaku bagi Negara, bap: :
sekuat tenaga kepada kesedjaht:i\:a Saja akfm mengabdi
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Pasal 84,

Anggota-anggota Senat

djabatannia. senantiasa boleh meletakkan

Mereka memberitahukan hal ity

Ketua dengan surat kepada

Pasal 85.

.1. .Presiden mengangkat Ketua Senat dari andjuran jang
dimadjukan oleh Senat dan jang memuat sekurang-kurangnja
dua orang, baik dari antaranja sendiri maupun tidak.

2. Ketua harus memenuhi sjarat-sjarat jang termaktub
dalam pasal 82. -

3. Ketua bukan anggota dan mempunjai suara penase-
hat. Ialah jang memanggil Senat.

4. Apabila salah seorang anggota telah diangkat men-
djadi Ketua, maka pemerintah daerah-bagian jang bersang-
kutan menundjuk orang lain mendjadi anggota sebagai peng-
gantinja.

5. Senat menundjuk dari antaranja seorang Wakil-Ketua
jang tetap mempunjai keanggotaan dan hak-suara.

6. Dalam hal Ketua dan Wakil-Ketua berhalangan atau
tidak ada, maka rapat diketuai untuk sementara ‘01'8}11 ang-
gota jang tertua usianja; anggota ini tetap mempunjai keang
gotaan dan hak-suara. _

Pasal 86.

i kat
Sebelum memangku djabatannja, }g'?fug Szgai’féz?f:nngmz-
Sumpah (keterangan dan dja_ndjl_).k lt-a ap
Nurut tjara agamanja, sebagai berikut:

ra saj tuk di-
.Saja bersumpah (menerangken) bahwe B0 GOl Ty
angkat mendjadi Ketua Senat, 13115{5“119
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sung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan
atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu ke-

pada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melaku-
kan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada
sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung,
dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja senantiasa akan
membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang
lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdi
sekuat tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia
Serikat dan bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada
Nusa dan Bangsa dan Negara.”

Pasal 87.

Senat mengadakan rapat-rapatnja di Djakarta ketjuali

djika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat

jang lain. :
Pasal 88.

1. Rapat-rapat jang mengenai pokok-pokok sebagai di-
maksud dalam pasal 127 sub a dan pasal 168 harus terbuka
bagi umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ataupun

sekurang-kurangnja lima anggota menuntut, supaja pintu di-
tutup bagi umum.

2._ Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah per-
musjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.

5t Tentapg hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat tertu-
tup dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 89.

.K_etua dan anggota-anggota Senat tidak dapat dituntut
dnnulfa pel{g_adilan karena jang dikatakannja dalam rapat
atau jang dikemukakannja dengan surat kepada madjelis itu,
ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang

dikatak.an atau jang dikemukakan dalam. rapat tertutup de-
Tigan sjarat supaja dirahasiakan.
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2 Mere?ca tidak mengeluarkan Suara tentang hal jang
mengenai dirinja sendiri.

Pasal 91,

gotaan Perwakilan Rakjat, dan djuga tidak dengan djaba-
tan-djabatan federal, jakni djabatan Presiden, Menteri,
Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atay Anggota Mahka-
mah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan
Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan dengan
djabatan-djabatan Wali Negara, Menteri atau Kepala-
departemen daerah-bagian.

Pasal 92.

Gadji Ketua Senat, tundjangan-tundjangan jang akan di-
berikan kepada anggota-anggota dan mungkin djuga kepada
Ketua, begitu pula biaja perdjalanan dan penginapan jang
harus didapatnja, diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 93.

I. Sekalian orang jang menghadiri rapat Senat jang ter-
tutup, wadjib merahasiakan jang dibit]arak.an dalam rapat
itu, ketjuali djika madjelis ini memutuskard lain, ataupun djika
kewadjiban merahasiakan itu dihapuskan.

2. Hal itu berlaku djuga terhadap anggota-anggotailen,-
teri-menteri dan pegawai-pegawai jang mgxl_dap]ft ta?tu e~
Ngan tjara bagaimanapun tentang jang dibitjarakan itu.

Pasal 94.

‘ j bil ke-

1. Senat tidak boleh bermusjawarat atau mengam -

Putusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlah ang
90ta-sidang.

TN e & N P T I
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2. Sekadar dalam Konstitusi ini tidak ditetapkan lain,
maka segala keputusan diambil dengan djumlah terbanjak
mutlak suara jang dikeluarkan. .
3. Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-
suara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanja,
usul itu dianggap ditolak;

atau dalam hal lain,

mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat jang
berikut.

Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu di-
anggap ditolak.

4., Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan
rahasia dan tertulis. ‘

Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil
dengan undian.

Pasal 95.

~ Senat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertiban-
nja.

Pasal 96.

Senat dapat mengundang Menteri-menteri untuk turut

serta dalam permusjawaratannja dan memberi penerangan
dalamnja.

Pasal 97.

Pada saat jang tersebut dalam pasal 112, maka Senat jang
bersidang dibubarkan dan diganti dengan Senat baru.

BAGIAN III.
DEWAN PERWAKILAN RAK]JAT.
Pasal 98,

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat Indo-

nesia dan terdiri dari 150 anggota; ketentuan ini tidak me-
ngurangi jang ditetapkan dalam ajat kedua pasal 100.

Pasal 99,
da]r:i)] l:ﬁl]a}i 1“990153 dari Negara Republik Indonesia seperdua
selebih]rt:jlz’:\l all semua anggota dari daerah-daerah Indonesia
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Pasal 10p.

1. Golongan-golongan-ketij] Ti
akan berwakil dalam Dewan ]Per\xlrzrli?hoa' Erf’pah dan Arab
turut-turut 9, 6 dan 3 anggota,

2. Djika djumlah-djumlap itu tidak tertigna;
pengutusan atas dasar pasal 10 dan pase] jpa. ocndtl
pasal lslltk‘“sak tertlaplé{u, maka Pemerintah Republik Indo.
nesia Serikat mengangkat wakil-waki] .o
longan-golongan-ketjil ity ambahan bagi go-

Djumlah anggota Dewan Perwakilan
sebut dalam pasal 98 ditambah dalam
dengan djumlah pengangkatan

Rakjat sebagai ter-

hal itu djika perlu
~pengangkatan jty,

Pasal 101,

Jang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat
- jalah warga-negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan

orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendja-
lankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih
telah ditjabut.

Pasal 102.

Keanggotaan Dewan P
rangkap den
djabatan—dja

erwakilan Rakjat tidak dapat di-
gan keanggotaan Senat dan djuga tidak dengan
batan jang tersebut dalam pasal 91.

Pasal 103.

I. " Dewan Perwakilan Rakjat memilih dari antaranja se-
orang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua.
emilihan-pemilihan ini membutuhkan pensahan Presiden.

2. Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum di-
sahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh
anggota jang tertua umurnja.

Pasal 104.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakj_at sebelum me-
Mangky djabagtlgnnja, mengangkat sumpa.h d}hadap'an Prim-
®n atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang dikuasakan

untuk ity oleh Presiden, menurut tjara agamanja, sebagai -
erikut;
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..Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, gntuk di-
pilih (diangkat) mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rak-
jat, langsung ataupun tak langsung, deng:in nama atau dalih
apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan

~ memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

©~ Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melaku-
~ kan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada se-

kali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari

siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja senantiasa akan
membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang
lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdi
sekuat tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia
Serikat dan bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada
Nusa dan Bangsa dan Negara.”

Pasal 105.
Menteri-menteri duduk dalam Dewan Perwakilan Rakjat
dengan suara penasehat.
Ketua memberi kesempatan berbitjara kepadanja, apabila
dan tiap-tiap kali mereka mengingininja.

Pasal 106.

1. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Peme-
rintah menjatakan kehendaknja tentang itu atau apabila
Ketua atau sekurang-kurangnja limabelas anggota mengang-
gap hal itu perlu,

2. Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 107.

Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat terbuka wuntuk

umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu pintu ditutup
?ttaupun sekurang-kurangnja sepuluh anggota menuntut hal
itu.

Pasal 108.
Jang ditetapkan untuk Senat dalam pasal 84, 87, 88 ajat

kedua dan ketiga, 89, 90, 92, 93, 94 dan 95 berlaku demikian

djuga berhubung dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

o
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Pasal 109,

i, Untuk Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama, me-
] ngutus anggota-anggota dgri daerah-daerah selebihnja jang
cersebut dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan
perundingan bersama-sama oleh daerah-daerah-bagian jang
tersebut dalam pasal 2, ketjuali Negara Republik Indonesia,
dengan memperhatikan asas-asas demokrasi dan seboleh.
‘bolehnja dengan perundingan dengan daerah-daerah jang
tersebut dalam pasal 2, sub ¢, jang bukan daerah-bagian.

2. Untuk pembagian djumlah-djumlah anggota jang akan
diutus diantara daerah-daerah itu, diambil sebagai dasar per-
bandingan djumlah-djiwa rakjat daerah-daerah-bagian ter-

sebut.

Pasal 110.

I Bagaimana tjaranja anggota diutus ke Dewan Perwa-
kilan Rakjat jang pertama, diatur oleh daerah-daerah-bagian.

2. Dimana pengutusan demikian tidak dapat terdjadi de-
ngan djalan pemilihan jang seumum-umumnja, pengutusan
itu dapat dilakukan dengan djalan penundjukan anggota-~
anggota oleh perwakilan rakjat daerah-daerah bersangkutan,
djika ada disitu perwakilan demikian.

Djuga apabila, karena hal-hal jang sungguh, perlu di-
turut tjara jang lain, akan diusahakan untuk mentjapai per-

wakilan jang sesempurna-sempurnanja, menurut kehendak
rakjat, '

Pasal 111.

. Dalam tempo satu tahun sesudah Konstitusi mulai ber-
laku, maka diseluruh Indonesia Pemerintah memerintahkan
mengadakan pemilihan jang bebas dan rahasia untuk menju-
Sun Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih setjara umum.

2. Undang-undang federal mengadakan aturan-aturan
untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru jang dimak-
Sud - dalam ajat 1 dan menentukan pembagian djumlah-

Jumlah anggota jang akan diutus, antara daerah-daerah se-
€bihnja jang tersebut dalam pasal 99. '

I i -
s i i e S ——
- S—
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Pasal 112.

Pada saat jang akan ditetapkan.oleh Pemerintah, selekas
mungkin sesudah pemilihan jang dimaksud dalam pasal 111
kilan Rakjat pertama dibubarkan dan digan;

Dewan Perwa _ o
dengan Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih itu.

BAGIAN IV.
MAHKAMAH AGUNG.

Pasal 113.

Agung Indonesia jang
dengan undang-undang

Maka adalah suatu Mahkamah
susunan dan kekuasaannja diatur

Pasal 114.

a kali dan selama undang-undang federal
lain, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota-
¢t oleh Presiden setelah

1. Untuk pertam

belum menetapkan
anggota Mahkamah Agung diangka

mendengarkan Senat.

Pengangkatan itu adala
ini tidak mengurangi jang
berikut.

2. Undang-undang federal
Ketua, Wakil-Ketua dan anggota
diperhentikan, apabila mentjapai usia jang t

3. Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menurut
tjara dan dalam hal jang ditentukan oleh undang-undang

federal.

4. Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas per~
mintaan sendiri.

h untuk seumur hidup; ketentuan
ditetapkan dalam ajat-ajat jang

dapat menetapkan, bahwa
-anggota Mahkamah Agung
ertentu.

BAGIAN V.
DEWAN PENGAWAS KEUANGAN.
Pasal 115.

Maka adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan jand

Su . . -
fesl;:-l:ll.l dan kekuasaannja diatur dengan undang-undand
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Pasal 116.

1. Untuk pertama kali dap selama undang
ral belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-

ota-anggota Dewan Pengawas Keuangan gj
Igf’residen setelah mendengarkap, Senat, gan diangkat oleh

Pengangkatan itu .ac.lalah untuk seumuyr hidup; ketentuan
ini tidak mengurang;i jang ditetapkan dalam ajat-ajat jang

2. Undang-undang federa] dapat menetapkan, bahwa

Ketua, Wakil-Ketua dan anggota-anggota diperhentikan,
apabila mentjapai usia jang tertentu,

3. Mereka dapat dipetjat atay diperhentikan menurut
tjara dan dalam hal jang ditentukan dengan undang-undang
federal.

4. Mereka dapat dj

mintaan sendiri.

-undang fede...
Ketua dan ang-

perhentikan oleh Presiden atas per-

BAB 1V.
PEMERINTAHAN.
BAGIAN 1.
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.
Pasal 117.

1, Pemerinta}{an federal atas Indonesia — sekadar tida.k
diwadjibkan kepada alat-alat-perlengkapan jang lain — di-
djalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

2. Pemerintah menjelenggarakan kesedjahtera:an Indo-
Nesia dan teristimewa mengurus, supaja Konstitusi, undang-

undang federal dan peraturan-peraturan lain jang berlaku
untuk Republik Indonesia Serikat, didjalankan.

Pasal 118.

. Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
2, Menteri-menteri bertanggung-djawab atas selurluh
l(Ebidiaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk selu~

Tuhnja, maupun masing-masing untuk bagiannja sendiri-
endiri dalam hal itu.

e -
B -
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Pasal 119.

san Presiden serta ditanda-tangani oleh

{ t
Sekalian keputu ketjuali jang ditetap-

Menteri (-menteri) jang bersangkutan,
kan dalam pasal 74, ajat keempat.

Pasal 120.

1. Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak interpelasi
dan hak menanja; anggota-anggota mempunjai hak menanja.

2. Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwa-
kilan Rakjat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, se-
gala penerangan jang dikehendaki menurut ajat jang lalu dan
jang pemberiannja dianggap tidak berlawanan dengan ke-
pentingan umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 121.

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak menjelidik-
(enquéte), menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan
undang-undang federal.

Pasal 122,

Dewan Perwakilan Rakjat jang ditundjuk menurut
pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau ma-
sing-masing Menteri meletakkan djabatannja.

Pasal 123.

l._ Pemerintah mendengarkan Senat tentang segala hal,
apabila dianggapnja perlu untuk itu. ‘

2. Senat dapat memberikan nasehat kepada Pemerintah

atas kehendaknja sendiri tentang segala hal apabila diang-
gapnja perlu untuk itu. |

h3. Senat dlde_ngarkan tentang urusan-urusan penting jang
chusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah-bagian
ital;x bagian-bagiannja, ataupun jang chusus mengenai per-
du ungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-
aerah jang tersebut dalam pasal 2,

Aturan ini mempunjai ketjuali, djika, karena keadaan~

keadaan jang mendesak
: » pe l i i { 3 s
sedang Senat tidak bemidpalrfgl.1 bl fdalen Jhgyl o8-



45 Nr 3, 1950

4. Senat didengarkan, ketjuali dalam s
rangkan dalam suku kedua ajat j am hal sebagai dite-

ang lalu, tentang se ala
rantjangan undang-undang darurat sebagaij dimaksugcl:l da%am
pasal 139.

5. Pemerintah memberitahuk

an kepada Senat _
putusan tentang hal-hal jang da P enat segala ke

lamnja Senat telah didengar-

6. Dijika Senat telah diden

garkan, maka hal itu diberi-
tahukan dikepala surat-surat-k

€putusan bersangkutan.

Pasal 124.

1. Senat dapat, baik dengan lisan maupun dengan ter-
tulis, meminta keterangan kepada Pemerintah.

2. Pemerintah memberikan keterangan itu, ketjuali djika

menurut timbangannja hal ity berlawanan dengan kepen-
tingan umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 125.

Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat diangkat

menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-
undang federal.

Pasal 126.

Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan jang diada-
kan dengan undang-undang federal.

BAGIAN Il
PERUNDANG-UNDANGAN,
Pasal 127.

Kekuasaan perundangan-undangan federal, sesuai dengan
etentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh:

2. Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
Rakjat dan Senat, sekadar hal itu mengenai peraturan-
Peraturan tentang hal-hal jang chusus mengenai satu, bebe-
'3pa atau semua daerah-bagian atau bagian-bagiannja, atau-
Pun jang chusus mengenai perhubungan antara Republik

pndonesia Serikat dan daerah-daerah jang tersebut dalam
asal 2; '
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b. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Per‘?}’akilan
Rak.jat dalam seluruh lapangan pengaturan selebihnja.

Pasal 128.

1. Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaj.
kan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Pres;.
den dan dikirimkan serentak kepada Senat untuk diketahuyi,

9. Senat berhak memadjukan usul undang-undang kepa-

-da Dewan Perwakilan Rakjat tentang hal-hal sebagai terse-

but dalam pasal 127, sub a.

Apabila Senat menggunakan hak ini, maka hal itu diberi-
tahukannja serentak kepada Presiden, dengan menjampaikan
salinan usul itu.

3. Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usul
undang-undang kepada Pemerintah.

Pasal 129.

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan-
perubahan dalam usul undang-undang jang dimadjukan oleh
Pemerintah atau Senat kepadanja, ketjuali jang ditetapkan

Pasal 130.

1. Sekalian usul undang-undang jang telah diterima oleh
Dewan Perwakilan Rakjat dan, djika usul-usul itu mengenai
urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a, telah di-
rundingkan oleh Senat sesuai dengan jang ditetapkan dalam
pasal 131 dan pasal-pasal berikutnja, memperoleh kekuatan
undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.

2. Undang-undang federal tidak dapat diganggu-gugat.
Pasal 131.

X Uiul undangiundang dirundingkan oleh Senat, berdasar~
ba%‘k Skuasz:lann]a turut serta membuat undang-undang, djika
alk Pemerintah, maupun Dewan Perwakilan Rakjat ataupun

Senat sendiri menimbang, bahwa usul itu mengenai penga~

turan urusan j ' ;
pasal 127, Sub]:ng masuk dalam jang diterangkan dalam
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Pasal 132,

djika Dewan Perwakilan Rakjat menerimanja dengan tidak
mengubahnja lagi dan dengan sekurang~kurangnja dua-
pertiga dari djumlah suara anggota-anggota jang hadir.

2. Keputusan jang tersebut

dalam ajat pertama, hanja
akan dapat diambil oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam
rapat jang dalamnja sekurang- urangnja hadir duapertiga _ .
dari djumlah anggota-sidang.

Pasal 133,
1. Apabila Dewan Perwakilan

Rakjat menerima usul
undang-undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun
tidak, maka usul itu dlklrxmkannja dengan memberitahukan
hal itu, kepada:

a. Senat, djika usul
urusan sebagai diterangka
pemberitahuan serentak k

b. Presiden, d

jika usul itu mengenai pengaturan urusan
jang lain.

itu mengenai pengaturan suatu
n dalam pasal 127, sub a, dengan
epada Presiden:

2. Apabila Dew

jang dimadjukan ke
rimkannja:

an Perwakilan Rakjat menerima usul
padanja oleh Senat, maka usul itu diki.

a. djika diubahnja, kepada Senat untuk dirundingkan
lebih djauh;

b. djika tidak diubahnja, kepada Pemerintah untuk dj-
sahkap,

-

hal sub a Dewan Perwaki]an‘Rakjat memberitahu-
itu kepada Presiden, dalam hal sub b kepada Senat.

Pasal 134.
Apah

ila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang-
Undap

. ®merintah, maka hal itu diberitahukannja kepada
Tesiden d ’

Urysa, . 20 djuga kepada Senat, djika usul itu mengenai
M jang tersebuyt dalam pasal 127, sub a.
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Pasal 135,

{. Dewan Perwakilan Rakjat, apabila memutuskan akan
mengandjurkan usul undang-undang, mengirimkan usul ity
untuk dirundingkan kepada Senat, djika usul itu mengenai
pengaturan urusan jang tersebut dalam pasal 127, sub a, de-
ngan pemberitahuan serentak kepada Presiden.

2. Dalam sekalian hal jang lain Dewan Perwakilan
Rakjat mengirimkan usulnja tentang undang-undang, untuk
disahkan oleh Pemerintah, kepada Presiden dan serentak ke-
.pada Senat untuk diketahui.

Pasal 136.

1. Apabila Senat menerima pula usul jang telah diterima
oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka usul itu dikirimkan-
rja dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, untuk
disahkan oleh Pemerintah dan keputusannja diberitakannja
serentak kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

2. Apabila Senat menolak usul jang sebelum itu sudah
diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka usul itu di-
kirimkannja dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden,
dengan pemberitaan serentak kepada Dewan Perwakilan
Rakjat.

3. Pemerintah dapat menjampaikan sekali lagi usul jang
telah ditolak oleh Senat, kepada Dewan Perwakilan Rakjat
~ untuk diulang dirundingkan sesuai dengan pasal 132. Apa-
bila Pemerintah memutuskan untuk berbuat demikian, maka
jang ditetapkan dalam ajat pertama pasal 128 berlaku demi-
kian djuga.

Pasal 137.

1. - Apabila Dewan Perwakilan Rakjat pada pengulangan
perundingan sesuai dengan pasal 132, menerima usul undang- -
undang, maka usul itu dikirimkannja kepada Presiden untuk
disahkan oleh Pemerintah dan keputusannja diberitahukannja
~ serentak kepada Senat.

2. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat pada pengulangan
perundingan menolak usul undang-undang, maka hal itu di-
beritahukannja kepada Presiden dan kepada Senat.
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Pasal 138, .

{, Selama suatu usul undang-undap

kilan Rakjat sesuaj d

Dewan Perwa aXjat sesuai dengan ketentyan.

ang lalu dala_rn _baglan ini, dan — djika usuluiatrti lglegzntéu;:i
cusan sebagai diterangkan dalam pasa] 127, sub a — bgelum
Eirundingkan oleh Senat, maka usul ity dapat

: ditarik i
oleh alat-perlengkapan jang mema djukainnja, itarik kembali

g belum diterima oleh

2. Pemerintah harus mensahkan
iang sudah diterima, ketjuali djika la dalam saty bulan se-

sudah usul itu disampaikan kepadanja untuk disahkan, me-
njatakan keberatannja jang tak dapat dihindarkan.

usul undang-undang

3. Pensahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Peme-
rintah sebagai -dimaksud dalam ajat jang lalu, diberitahukan

kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan kepada Senat dengan
amanat Presiden.

Pasal 139,

. 1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab
sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur
hal-hal penjelenggaraan-pemerintah federal jang karena ke-
adaan-keadaan jang mendesak perlu diatur dengan segera.

2. Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan
kuasa undang-undang federal; ketentuan ini tidak mengu-
rangi jang ditetapkan dalam pasal jang berikut.

Pasal 140.

L, Peraturan-peraturan jang termaktub d.alam :undang-
undang darurat, segera sesudah ditetapkan, dlsa}mpalkan ke-
Pada Dewan Perwakilan Rakjat jang merundingkan pelfa"'
Wran itu menurut jang ditentukan tentang merundingkan
usul undang-undang Pemerintah. ;

L~ Dijika suatu peraturan jang gimaksud/da ot fé?;niigg
alu, wakty dirundingkan sesuai dengan k.etentuanlz. i iika
91an ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat,
Peraturan ity tidak berlaku lagi karena hukum.
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3. Djika undang-undang darurat jang menurut ajat jang
Jalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jang

timbul dari peraturannja — baik jang dapat dibetulkan mau-
pun jang tidak — maka undang-undang federal mengadakan

tindakan-tindakan jang perlu tentang itu.

4. Dijika peraturan jang termaktub dalam undang-undang
darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang
federal, maka akibat-akibat perubahannja diatur pula sesuai
dengan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu.

Pasal 141.

e Pératuran-peraturan pendjalankan  undang-undang
ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja jalah peraturan-
Pemerintah.

2. Peraturan-Pemerintah dapat mengantjamkan huku-
man-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannja.

- Batas-batas hukuman jang akan ditetapkan diatur dengan
undang-undang federal.

Pasal 142,

1, Undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah
dapat memerintahkan kepada alat-alat-perlengkapan lain
dalam Republik Indonesia Serikat mengatur selandjutnja
pokok-pokok jang tertentu jang diterangkan dalam ketentuan-
ketentuan undang-undang dan peraturan itu.

2. Undang-undang dan peraturan-Pemerintah jang ber-
sangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengumuman
peraturan-peraturan demikian.

Pasal 143.

1. Undang-undang federal mengadakan aturan-aturan
tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja
undang-undang federal dan peraturan-peraturan-Pemerintah.

2.. Pengumuman, terdjadi dalam bentuk menurut undang-

undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

e SRR VR
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BAGIAN 1L
PENGADILAN.
Pasal 144,

1. - Perkara perdata dan perkara hukuman pérdata, se-
mata-mata masuk‘ perkara jang diadili oleh pengadilan-
pengadilan jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa

undang-undang, termasuk dalamnja hakim daerah Swapra-
dja, hakim adat dan hakim agama.

2. Mengangkat dalam djabatan kehakiman jang diada-
kan dengan atau atas kuasa undang-undang, didasarkan se-
mata-mata pada sjarat kepandaian, ketjakapan, dan kelakuan
tak-bertjela jang ditetapkan dengan undang-undang.

Memperhentikan, memetjat untuk sementara dan meme-
tjat dari djabatan jang demikian hanja boleh dalam hal-hal
jang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 1%5.

1. Segala tjampur-tangan, bagaimanapun djuga, oleh
alat-alat-perlengkapan jang bukan perlengkapan kehakiman,
terlarang, ketjuali djika diizinkan oleh undang-undang.

2. Asas ini hanja berlaku terhadap pengadilan Swapra-
dja dan pengadilan adat, sekadar telah diatur tjara meminta
pertimbangan kepada hakim jang ditundjuk dengan undang-

undang.
J Pasal 146.

1. Segala keputusan kehakiman harus berisi algsan-
alasannja dan dalam perkara hukuman harus menjebut
aturan-aturan undang-undang dan .aturan-aturan hukum
adat jang didjadikan dasar hukuman itu. | .

2. Lain dari pada ketjuali-ketjuali jang ditetapkan oleh
undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umluxlzll.

Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh me-
njimpang dari aturan ini.

3. Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 147.

1. Mahkamah Agung Indonesia jalah penga
tertinggi. :

dilan federal

PP

e T . e e A
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 wa dalam Distrik Federa

' kat pertama, dan sekurang

52

: EREY ' |l jang lain dapat diada.
2. Pengadilan-pengadilan federal j .

- .undang federal, dengan pengertian, bah-
kan derigan undang-us ] S]]Djakarta akan dibentuk. sekurang-

dilan federal jang mengadili dalam ting- -
-kurangnja satu pengadilan federa]

jang mengadili dalam tingkat apel.
Pasal 148.
1. Presiden, Menteri-menteri, Ketua dan anggota-anggota

kurangnja satu penga

‘Senat, Ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rak-

jat, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota-anggota Mahkamah
Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah ini, Ketua, Wakil-
Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan,
Presiden Bank-Sirkulasi serta pegawai-pegawai, anggota-
anggota madjelis-madjelis tinggi dan pendjabat-pendjabat
lain jang ditundjuk dengan undang-undang federal, diadili
dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga dimuka Mahka-
mah Agung, pun sesudah ymereka berhenti, berhubung de-
ngan kedjahatan- dan pelanggaran-djabatan serta kedja-
hatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-
undang federal dan jang dilakukannja dalam masa peker-
djaannja, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-
undang federal.

2. Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bah-
wa perkara perdata dan perkara hukuman perdata terhadap
golongan-golongan orang dan badan jang tertentu hanja

‘boleh diadili oleh pengadilan federal jang ditundjuk dengan

undang-undang itu.

3. Dengan undang-undang federal dapat di.tetapkan bah-
wa perkara perdata jang mengenai peraturan-peraturan jang
diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang federal
hanja boleh diadili oleh pengadilan federal.

4. Dalam hal-hal jang ditundjuk dengan undang-undang

federal, terhadap keputusan-keputusan jang diberikan dalam
tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada

-Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah

Agung.
- Pasal 149.

Tataan; kekuasaan  dan djal ' i
; jalan-pengadilan-pengadila
federal ditetapkan dengan undang~undang‘i:J federallj. e



Mahkamah Agung melakykan e
perbuatan pengadilan-pengadilan fedeme] oo |
aturan-atiran ditetapkan dengan undang-}ungang federal

eral,

Pasal 151,

ertinggj atas

Dengan mengetjualikan jan
dan dengan tidak mengurangi
pengadilan dalam perkara per
lam daerah-daerah-bagian di
diadakan atau diakui dengan
daerah-bagian itu.

g ditetapkan dalam pasal 148
jang ditetapkan dalam pasal 50,
data dan hukuman perdata da-
lakukan oleh pengadilan jang
atau atas kuasa undang-undang

Pasal 152.

Tataan, kekuasaan dan djalan-pengadilan pengadilan-
pengadilan jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-
undang daerah-bagian, ditetapkan dengan, undang-undang
itu.

Pasal 153.

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi
atas perbuatan-perbuatan pengadilan tertinggi daerah-bagian,
menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-
undang federal.

2. Mahkamah itu melakukan pengawasan tertinggi, djuga
menurut aturan-aturan undang-undang federal, atas penga-
dilan-pengadilan lain jang diadakan .deng_gn atau ata.scl kl?é:f‘a
undang-undang daerah-bagian, tetapl hanja selama tidak di-

adakan pengawasan tertinggi lain oleh daerah-bagian itu.

Pasa] 154.

1. Keputusan kehakiman jang diambi OIC?aupgrtlz?: iﬂﬁ’s’a
Rengadilan jang diadakan atau diasii der]igantzsan jtu dapat
undang-undang daerah-bagian sedang e%u rah-bagian itu,
didjalankan dalam seluruh daeral?"l.]Ukuﬁl acf‘u a dilain-lain
dengan tjara sedemikian dapat didjalankan ¢jug

tempat di Indonesia.

ain, menuryt:

. e el
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2. Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan
akta-akta jang dapat didjalankan diseluruh I.ndorfema, d_engan
tjara jang seboleh-bolehnja sesuai dengan tjara jang ditentu-
kan dalam hukum-daerah. ,

Pasal 155.

Undang-undang daerah-bagian mengatur kekuasaan pe-
ngadilan-pengadilan jang diakui dengan atau atas kuasa

- undang-undang itu.
Pasal 156.

1. Djika Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan
lain jang mengadili dalam perkara perdata atau dalam per-
kara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatu ketentuan
dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu
daerah-bagian berlawanan dengan Konstitusi ini, maka da-
lam keputusan kehakiman itu djuga, ketentuan itu dinjatakan
dengan tegas tak-menurut-Konstitusi.

2. Mahkamah Agung berkuasa djuga menjatakan dengan
tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegara-
an atau dalam undang-undang daerah-bagian tak-menurut-
Konstitusi, djika ada surat permohonan jang beralasan jang
dimadjukan, untuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat,.
oleh atau atas nama Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
ataupun, untuk suatu pemerintah daerah-bagian jang lain,
. oleh Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian
jang dimaksud kemudian.

Pasal 157.

1. Sebelum pernjataan tak-menurut-Konstitusi tentang
suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau
undang-undang suatu daerah-bagian untuk pertama kali di-
utjapkan atau disahkan, maka Mahkamah Agung memanggil
Djaksa Agung pada Madjelis itu, atau kepala Kedjaksaan
pada pengadilan tertinggi daerah-bagian bersangkutan, untuk
didengarkan dalam madjelis-pertimbangan. | i

2.. Keputusan Mahkamah Agung jang dalamnja pernja-
taan t.::lk-menuru.t-Konstitusi untuk pertama kali diutjapkan
atau disahkan, diutjapkan pada sidang pengadilan umum.
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Pernjataan itu selekas mungkin diumumkan oleh Djaksa

Agung pada Mahkamah Agung dalam warta resmi Republik
[ndonesia Serikat.

Pasal 158,

1. Djika dalam perkara perdata atau dalam perkara
hukuman perdata, pengadilan lain dari pada Mahkamah
Agung menjatakan suatu ketentuan dalam peraturan ketata-
negaraan atau undang-undang daerah-bagian tak-menurut-
Konstitusi, dan Mahkamah Agung karena sesuatu sebab me-
meriksa perkara itu, maka karena djabatannja ia memper-
timbangkan dalam keputusannja apakah pernjataan tak-
menurut-Konstitusi itu dilakukan pada tempatnja.

2. Terhadap pernjataan tak-menurut-Konstitusi sebagai
dimaksud dalam ajat jang lalu, pihak-pihak jang dikenai ke-
rugian oleh pernjataan itu dan jang tidak mempunjai alat-
hukum terhadapnja, dapat memadjukan tuntutan untuk
kasasi karena pelanggaran hukum kepada Mahkamah Agung.

3. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dan djuga
kepala Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian
itu, dapat karena djabatannja memadjukan tuntutan kepada
Mahkamah Agung untuk kasasi kartna pelanggaran hukum
terhadap pernjataan tak-menurut-Konstitusi jang tak terubah
lagi sebagai dimaksud dalam ajat 1.

4. Pernjataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ke-
tentuan dalam peraturan ketatanegaraan suatu daerah-bagian
oleh pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, djika tidak

engan tegas berdasarkan pernjataan tak-menurut-Konstitusi

jang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap ke-
tentuan itu dan jang telah diumumkan menurut pasal 157,
haruslah disahkan oleh Mahkamah Agung, sebelum kepu-
tusan kehakiman jang berdasar atasnja dapat didjalankan.

Permohonan untuk pensahan dirundingkan dalam madje-
lis‘Pertimbangan. Permohonan itu ditiadakan djika pernja-~
taan tak-menurut-Konstitusi itu dihapuskan sebelum perun-
dingan ity selesai.

. Djika Mahkamah Agung menolak permohonan pensahan
itu, maka Mahkamah menghapuskan keputusan kehakiman
Jang memuat pernjataan tak-menurut-Konstitusi sekadar itu
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: : . pertindak selandjutnja sea an-aka
dﬁnhhgzgiarg?ﬁaﬁtisﬁi memadjukan tuntutan untuk. kasa;}i
sala '

langgaran hukum. .
karena pelangg ntukan dalam pasal ini dan kedy,

: it
5. Tentang jang di eundang~u ndang federal dapat dite..

; , dengan X
F:;lz:an]mﬁuﬁlriatura?l lebih landjut, termasuk tenggang. .

tenggang. Pasal 159.

Pengadilan'perkara hukuman ketenteraan diatur dengan

undang-undang federal.
& - Pasal 160.

1. Presiden mempunjai hak memberi ampun dari hy-
kuman-hukuman jang didjatuhkan oleh keputusan kehakiman.

' Hak itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mah-
kamah Agung, sekadar dengan undang-undang federal tidak
ditundjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat.

2. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan ke-
hakiman itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah
Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan
undang-undang federal, diberikan kesempatan untuk memberi
ampun,

3. Amnesti hanja dapat diberikan dengan undang-undang
federal ataupun, atas kuasa undang-undang federal, oleh
Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Pasal 161.

PemuFusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-
usaga diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara
gei ata ataupun kepada alat-alat-perlengkapan lain, tetapi
jika demikian seboleh-bolehnja dengan djaminan jang s€-

fupa tentang keadilan dan kebenaran.

Pasal 162.

D |
engan undang-undang federa] dapat diatur tjara memt”

ang mengenai hukum tata-usaha dan jan9
Ngan Peraturan-peraturan jang diadakan



~ jang sebaliknja.

dengan undang-undang. feder
itu tidak langsung mengenai’ semata-mat:
gapan dan penghuni satu daerah-b
badan-badan-hukum publik jang dibe kui dengan
atau atas kuasa suatu ugdang—undang daerah-bagian itu,
Pasal 163.

1. Dimana dalam bagian ini disebyt
maka dimaksud dengan itu bajk y

.,undang-undang”,
pun undang-undang daerah

ndang-undang federal mau-
-bagian, ketjualj djika ditetapkan

2. Dimana dalam bagian ini disebut

»undang-undang
daerah-bagian” maka dimaksud dengan itu peraturan-pera-

turan jang ditetapkan oleh a]at-alat-pengundang-undang
daerah-bagian jang tertinggi.
3.

Dimana dalam pasal 154, 156 dan 158 bagian ini di-
sebut , keputusan kehakiman’’, maka dengan itu dimaksud
pula penetapan-penetapan kehakiman.

BAGIAN IV.
KEUANGAN.

Babakan 1. Hal Uang.
Pasal 164.

Diseluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanja
sah, alat-alat-pembajar jang aturan-aturan penge-
Yarannja ditetapkan dengan undang-undang federal.

2.

sah

L.

dlakui

Satuan—hi-tung untuk menjatakan alat-ala?pembajar
itu ditetapkan dengan undang-undang federal.
3. Undan

i sah alat-alat-pem-
-undang federal mengakui sa :
bajar baik higgga djl?m]ah jang tak terbatas maupun hingga

Jumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.

- j j h dilakukan
3. Pengel lat-alat-pembajar jang sah dilakul _
Oleh ataun?a:aléa;?:naa];lemer_intah Repubhk-lndonesxa Serikat
upun oleh bank-sirkulasi.
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Pasal 165.

1. Untuk .Indonesia ada satu bank-sirkulasi.

2. Penundjukan sebagai bank-sirkulasi dan pengatyrap

a dilakukan dengan undatng--undan9
federal. ’ :

Babakan 2. Pengurusan Keuangan Federal
Anggaran — Pertanggung-djawaban — Gadji.

Pasal 166.

{ Pemerintah memegang pengurusan umum keuangan
federal.

2. Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin dan
ditanggung-djawabkan menurut aturan-aturan jang ditetap-

kan dengan undang-undang federal.

Pasal 167.

Dengan undang-undang federal ditetapkan anggaran se-
mua pengeluaran Republik Indonesia Serikat dan ditundjuk
pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 168.

1. Usul undang-undang penetapkan anggaran umum oleh
Pemerintah dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat
_sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran
itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.

2. Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-

tiap kali djika perlu dj , :
Perwakilan Ralg'at.u imadjukan Pemerintah kepada Dewan

3. Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ajat jang

lalu dirundingkan py]
i a 1 5
ketentuan Bagian HpBab ?n?fl Senat atas dasar ketentuan

Pasal 169.

1. Anggaran terdir dari

masing, sekadar perly, dibagi d bagian-bagian jang masing”

alam dua bab, jaitu satu “?wk
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sgatur pengeluaran-pengeluaran dan
r,:lun djuk pendapatan-pendapatan.

Bab-bab terbagi dalam pos-pos.

_ Untuk tiap-tiap departemen kementerijan
‘Jikit-dikitnja memuat satu bagian.

satu lagi untuk me.-

anggaran se-

7 Undang-undang penetapkan an
memuat tidak lebih dari satu bagian.

4. Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.

ggaran masing~masing

Pasal 170.

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia Serikat
ditanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat,

' sambil memadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan

Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan jang diberikan
dengan undang-undang federal.

Pasal 171.

Tidak diperkenankan memungut padjak untuk kegunaan
kas federal, ketjuali dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 172.

l. Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indone;ia
Serikat tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ke-

tjuali dengan kuasa undang-undang federal.

2. Pemerintah berhak, dengan mengjndah;an ?etclll;::{
aturan jang akan ditetapkan dengan undang-ufeere "
- Mengeluarkan biljet-biljet dan promeés-promes-p
Taan, ‘

Pasal 173.

. . keten-

|, Dengan tidsk mengurangi jang dauc dengan Jeten

tuan-ketentyan chusus. gadjii-gadil dan Jain- Republik

anggota madjelis-madjelis dan Pe€d : an me-~

Indonesia Ser]ik;t dite]ntukan oleh Pemercll?tt:tg}alie: gdengaﬂ
Ngindahkan aturan-aturan jang 2£a0

dari dja-
g eacal dan et e e
batan tidak boleh diperoleh keuntungan 13l .

*hgan tegas diperkenankan. ‘ gl

|
S )
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| kenankan pemindah
dang-undang dapat memper ahap
keiﬁasg;; E}gﬂg diterangkan dalam ajat 1 kepada alat-alat.

perlengkapan lain jang berkuasa.

; nsiun kepada pegawai-pegawai Republik
3. Pemberian pe Rt g o |

BAGIAN V.
.- PERHUBUNGAN LUAR-NEGERI.
Pasal 174.

Pemerintah memegang pengurusan perhubungan luar-
negeri.
Pasal 175.

1. Presiden mengadakan dan menSahkan segala perdjan-
djian (traktat) dan persetudjuan lain dengan negara-negara
lain.

Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang
federal, perdjandjian atau persetudjuan lain tidak disahkan,
melainkan djika sudah disetudjui dengan undang-undang.

2. Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan per-
setudjuan lain, hanja dilakukan oleh Presiden dengan kuasa
undang-undang federal.

Pasal 176.

? Ferdasarkan perdjandjian dan persetudjuan jang tersebut
Sa alrin pasal 175, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia
erikat kedalam organisasi-organisasi antarnegara.

Pasal 177.

defge::ler:étaal;aberusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan

hal itu me?nut-nligara lain dengan djalan damai dan dalam

il uskan pula tentang meminta ataupun tentang
a pengadilan atay pewasitan antarnegara.

Pasal 178.

p .
Seriizstlc:g:ia ﬁ:;g:angll;at “;akil-wakil Republik Indonesia
. = gara ain dan . .1 ne arap
negara lain pada Republik Indonesia Igirrlfl:::]a i
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BAGIAN V.

PERTAHANAN KEBANGSAAN
D
KEAMANAN umun o

Pasal 179,

-

Undang-undang federal menetapkan atyrap
tang hak dan kewadjiban warga-negara jang s
pantu mempertahankan kemerdekaan Repub
Serikat dan membela daerahnja,

Ja mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu
dan menentukan ketjualinja.

-~aturan ten-
anggup mem-
lik Indonesia

Pasal 180.

1. Tentera Republik Indonesia Serikat bertugas melin-
dungi kepentingan-kepentingan Republik Indonesia Serikat.

Tentera itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk
tentera dan mereka jang wadjib masuk tentera.

2. Undang-undang federal mengatur masuk tentera jang
diwadjibkan.
Pasal 181.

1. Pemerintah memegang pengurusan pertahanan.

2. Undang-undang federal mengatur pembentukan, su-
sunan dan tataan, tugas dan kekuasaan a]at-—pt':rl.engkapan
jang diberi kewadjiban menjelenggaralfan‘kebad]aksanaag
pertahanan pada umumnja, mengorganisasi 'dal:l membagi
tugas tentera dan, dalam waktu perang, memimpin perang.

Pasal 182.

1. Presiden jalah Panglima Tertinggi tentera Republik

: IndOnesia Serikat.

2. Pemerintah, djika perlu,
-Orang panglima umum. Menteri Perta
Merangkap djabatan itu.
h 3. Opsir-opsir diangkat, din
ntikan oleh atau atas nama bk
Sturan jang ditetapkan dengan undang-un

aruh tentera dibawah se-
" Pe hanan dapat ditundjuk

. diper-
kan pangkat dan
allf-’residelsl, menurut aturan-
g federal.
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Pasal 183.

i j , melainkan dijk
intah tidak menjatakan perang, me n djika hy
itupzri?:irxllrli:n lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat

dan Senat.

Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat memutuskan pengj.
zinan itu dalam rapat bersama, seakan-akgn mereka sa,
badan, diketuai oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,

Pasal 184.

1.- Dengan tjara dan dalam hal-hal jang akan ditentukap
dengan undang-undang federal, Pemerintah dapat menjata.
kan daerah Republik Indonesia Serikat atau bagian-bagian
dari padanja dalam keadaan perang atau dalam keadaan da.
rurat perang, sekadar dan selama ia menganggap hal itu perlu

untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan
terhadap luar negeri.

2. Undang-undang federal mengatur akibat-akibat per-
njataan demikian itu dan dapat pula menetapkan, bahwa ke-
kuasaan-kekuasaan alat-alat-perlengkapan kuasa sipil jang
berdasarkan Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi,
seluruhnja atau sebagian beralih kepada alat-alat-perleng-
kapan sipil jang lain ataupun kepada kuasa ketenteraan, dan

bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-
penguasa ketenteraan.

Pasal 185.

baqian Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat mem-
antuan ketenteraan kep

115 ada daerah-bagian itu.
ndang- p :
tang hal ﬁulfndang' federal menetapkan aturan-aturan ten
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BAB v,
KONSTIT[IANTE’
Pasal 186,
Konstituante  (Sidang Pembuat Konefitie:
sama dengan Pemerintah i onstitusi), bersama.-

) : : Shja menetapkan Kop.
stitusi Republik Indonesia Serikat jang akan menggantikan
Konstitusi sementara ini.

Pasal 187.

1. Rantjangan Konstitusi
dengan amanat Presiden disa
untuk dimusjawaratkan, demj

dibuat oleh Pemerintah dan
mpaikan kepada Konstituante
Sidang itu berapat.

2. Pemerintah mendjaga, supaja rantjangan Konstitusi
berdasarkan pembangunan Republik Indonesia Serikat dari
negara-negara sesuai dengan kehendak rakjat, sebagai jang
akan dinjatakan dengan tjara demokrasi menurut jang dite-
tapkan dalam pasal 43 sampai dengan 46.

3. Berkenaan dengan mendjalankan jang ditetapkan da-
lam pasal-pasal jang tersebut dalam ajat jang 'lalu, undz.mg~
undang federal akan mengadakan tindakan-tindakan jang
perlu, sehingga pernjataan suara rakjat jang diperlukan di-

peroleh dalam satu tahun sesudah Konstitusi ini mulai ber-
laku.

A

Pasal 188.

1. Konstituante dibentuk dengan Slntan memperlbislall‘
Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih menur;:tg;as;en s
dan Senat baru jang ditundjuk menm:ut ]pisa ;)ta bi%sa
Anggota-anggota luar biasa sebanjak djumlah angg :
madjelis jty masing-masing. ERE [ A

Anggota-anggota luar biasa itu d1P111111) at:iu;):;gggubia]sa.
atau djangkat dengan tjara jang sama sebag

i - ota
‘KEtentuan-ketentuan jang bef'laku bagi anggota-angg
biasa berlaku pula bagi mereka itu.

lu dengan

Pemerintah mengadakan persedlaan‘, Sek?]iat:kpe;endiamin

Mupakat dengan df';lerah.-claerah--]:h?l@l‘"fm'n Perwakilan Rakjat
“UPaja anggota-anggota luar biasa Dewa
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dan Senat dipilih, diangkat ataupun ditundjuk pada o

g3 l | .Dewan Perwakilan Rak; 5
keg;ialsjp;t %Zzuz?ffﬁlah anggota dua kali li)a]ztigﬁghsf(nat.
gtituante. : ' . on-
wakilan Rakjat jalah Ketua Kongg

Dewan Per
Ketua - lah Wakil Ketua.

87. 93, 94, ajat 3 danc}

4, Jang ditetapkan dalam pasal
95 dan 105, berlaku demikian djuga bagi Konstituante,

_ Rapat-rapat Konstituante terbuka bagi umum, ketjuali
djika dianggap perlu oleh Ketua mf:nutup pintu  ataupun
- djika sekurang~kurangnja dua puluh lima anggota menuntut

hal itu.
Pasal 189.

Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil
Konstitusi bart, djika pada

keputusan tentang rantjangan
rapatnja ti ak hadir sekurang—kurangnja dua-pertiga dari

djumlah anggota~sidang.
2. Konstituante berhak mengadakan

dalam rantjangan Konstitusi.

Konstitusi baru berlaku, djika rantjangannja telah diterimé
dari djumlah sua®

dengan sekurang-kurangnja dua-pertiga
anggota jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintat:

3. Apabila Konstituante sudah menerima
La dikirimkannja rantjangan itu kep

perubahan-perubahan

Konstitusi, ma
den untuk disahkan oleh Pemerintah.
Pemerintah harus mensahkan rantjangan itu denga® segere
u ura

Pemerintah mengumumkan Konstitusi it

4 Kepada tiap-tiap negara-bagian akan
sempatan menerima Konstitusi. '

. Dalalxcn hal suatu negara-bagian tidak menerimad "7, pert.
Ll‘:b::lz aan ne%ara itudberhak bermusjawarat tentany St.l]iat dat
o : chusus dengan R i donesia € =i
Kevadjann Ne derland,g epubhk Indo
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BAB VI

pERUBAHAN, KETENTUAN.KET
. LJHAN DAN KETENTUAN.K
PENUTUP,

BAGIAN 1.
PERUBAHAN,

Pasal 190,
{. Dengan tidak mengurangi

pasal 51, ajat kedua, maka Konstitusi inj hanja dapat diubah
dengan undang-undang federal dan menjimpang dari keten.
tuan-ketentuannja hanja diperkenankan atas kuasa undang-
undang federal; baik Dewan Perwakilan Rakjat maupun
Senat tidak boleh bermupakat ataupun mengambil keputusan
tentang usul untuk itu, djika tidak sekurang-kurangnja dua-
pertiga dari djumlah anggota-sidang menghadiri rapat.

2. Undang-undang sebagai dimaksud dalam ajat perta-

ma, dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan-keten-
tuan Bagian 1I Bab IV.

3. Usul undang-undang untuk mengubah Konstitusi ini
atau menjimpang dari ketentuan-ketentuannja hanja dapat
diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat ataupun oleh Senat
dengan sekurang-kurangnja dua-pertiga djumlah suara ang-
gota jang hadir.

Djika usul itu dirundingkan lagi menurut jang d.itetapkafn
dalam pasal 132, maka Dewan Perwakilan Rakjat hanja
dapat menerimanja dengan sekurang-kurangnija tiga-perempat
dari djumlah suara anggota jang hadir.

Pasal 191.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketegtuan :g:;m
tentang mengeluarkan dan mengumumkan “In< ang;ﬁsi di%
federal, maka perubahan-perubahan dalam Konsti s
umumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran, menurut tj
jang akan ditentukannja. _ .

2. Naskah Konstitusi jang diubah itu dmmun;:abilbasgi?;t
lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar pTr!u'diberi R
b"l‘gian-bag_:;ian tiap-tiap bab dan pa.sal~pas_a nclléubah
berturut dan penundjukan-penundl‘lkannla : :

Nr 3, 1959

ENTUAN pg
ETENTUAN

jang ditetapkan dalam




e o —

ketentuan-ketentuan

1950, Nr 3 66

3. Alat-alat-perle
pera~turan-‘peraturan
pada saat suatu. peru

ngkapan berkuasa jang sudah ada g,
serta keputusan-keputusan jang berlakn-
bahan dalam Konstitusi mulaj bel’laqu |

dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Kop,
stitusi, ketjuali djika melandjutkannja itu berlawanan dengan
baru dalam Konstitusi jang tidak me,

-peraturan undang-undang atau tindakap.

erlukan peraturan
o bih landjut.

tindakan pendjalankan jang le
' “BAGIAN IL
- _-KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 192.

1. Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-
ketentuan tata-usaha jang sudah ada pada saat Konstitusi
ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indo-
nesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan
dan ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau
diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-
usaha atas kuasa Konstitusi ini. :

2. Pelandjutan peraturan-peraturan undang-undang dan
ketentuan-ketentuan tata-usaha jang sudah ada sebagai di-
terangkan dalam ajat 1 hanja berlaku, sekadar peraturan-

_peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan

dengan- ketentuan-ketentuan Piagam Pemulihan Kedaulatan,

Statut Uni, Persetudjuan Peralihan ataupun persetudjuan-

E_:(fiie;;ﬂiiumé jang lain jang berhubungan dengan'pemulihan
atan dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-

ket itu ti '
etentuan itu tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan

Konstitusi ini i :
' itusi ini jang tidak memerlukan peraturan undang-

. .undang_atau tindakan-tindakan pendjalankan.

Pasal 193.

1. Sekz : '
fish Koil;?;:i;i 1_13_1 itu belum ternjata dari ketentuan-keter”
alat-alat-perlen III:L maka undang-undang federal menentukall
mana akan mg gPan Republik Indonesia Serikat ja%d
perlengkapan 'an jalankan tugas dan kekuasaan alat-alat"
sebelum Pemull'hng mendjalankan tugas dan kekuasaan i

than kedaulatan, jakni atas dasar perundang'

undan i i
gan jang masih tetap berlaku karena pasal 1.



67 Nr 3, 1950

2. Pemerintah dengar segera meny
di Negeri Belanda jang ~ sambj]
peraturan jang akan diadakan nant;
namanja segala kekuasaan-pengurus
kedaulatan, didjalankan untuk Pemerintah Indonesi
oleh alat-alat-perlengkapan Belanda d; Negeri ngasrl&afiulu

ndjuk seorang wakil

menunggu peraturan-
~ mendjalankan atas

Pasal 194,

Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan
undang-undang jang tersebut dalam ajat 1 pasal 5, maka jang
sudah warga-negara Republik Indonesia Serikat, jalah me-
reka jang mempunjai kewarganegaraan itu menurut persetu-
djuan jang mengenai penentuan kewarganegaraan jang di-
lampirkan pada Piagam Pemulihan Kedaulatan.

Pasal 195.

Apabila sesuatu pokok jang pada saat Konstitusi ini mulai
berlaku, masuk dalam jang diterangkan dalam lampiran Kon-
stitusi ini, diselenggarakan oleh suatu daerah-bagian, maka
daerah-bagian itu berkuasa melandjutkan menjelenggarakan
pokok itu hingga Republik Indonesia Serikat mengambil
tugas penjelenggaraan itu.

Djika demikian, maka daerah-bagian dalam.n?elandjutkaq
penjelenggaraan itu untuk sementara, akan bertindak sesuai
dengan pendapat lebih tinggi alat-alat-perlengkapan federal
jang bersangkutan.

BAGIAN IIL
KETENTUAN-KETENTUAN PENUT_UP.
Pasal 196. :

usi ini mulai berlaku, Pemerint?h
berapa panitia jang dignlgkatnja.
untuk mendjalankan tugas, sesuai dengan petun;lg::ﬂ;gejt::;
djuknja, bekerdja mengichltiarkan: supaja atuian;u e
diperlukan oleh Konstitusi ini dladakan., ser adahpa(]ia B
umumnja sekalian perundang-undangan-)ang su

saat tersebut disesuaikan kepada Konstitusi.

Segera sesudah Konstit
mewadjibkan satu atau be

jang, sebelum pemulihan

S e B, s S

e T i e 8 s

e B e s T —

P R o | T
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Pasal 197.
erlaku pada saat pemulihan k
e-

1950, Nr 3

i Konstitusi ini mulai b

daulatan. : 1 P 1
Naskahnja diumum an pada hari itu dengan
kan ditentukan oleh Pemgerint:ﬁluhuran

menurut tjara jang @
ekadar sebelum saat jang tersebut dala
m

2. Djikalau dan s
ajat 1, sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk m
a]at-alat-perlengkapan Republik Indonesia Serikat di?lbsﬂtUk ‘
menjiapkan penerimaan kedaulatan, sekaliannja atas dntuk
Konstitusi ini, maka ketentuamke?:?xr

ketentuan-ketentuan
tuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan

bersangkutan dilakukan,
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POKOK-POKOK PENJELENGGA
TAHAN JANG DIBEBANKAN KEPADA REPURI Ik
INDONESIA SERIKAT MENURUT
PASAL 51 KONSTITUSL.

RAAN-PEMERIN.

a. Pengaturan kewarganegaraan dap kependudukan Re-
publik Indonesia Serikat;

b. Imigrasi dan emigrasi,
undang-undang federal akan me

“nja imigrasi jang diizinkan terhadap suatu daerah-bagian
harus ada persesuaian dengan daerah bersangkutan;
c. Pengaturan umum urusan kolonisas;
ketjuali djika kolonisasi dan transmigrasi i
lam daerah suatu daerah
bahwa dalam hal transmigq
daerah-bagian lain,
daerah-bagian bersan
jang akan dilakukan:

d. Hak memberi ampun (grasi), amnesti dan abolisi;

e. Pengaturan hak pengarang, milik industri, dan hak
pembiak (kwekersrecht)

[. Pengaturan asas-asas-pokok hukum sipil antarnegara
dan hukum antargolongan;

9. Pengaturan hukum sipil dan hukum dagang: sekadar
hal itu masuk bilangan untuk diatur dari pusat, baik karen:a
kePEntin,qan sosial umum atau karena a]asan-zlalasan e.konoml,
maupun karena artinja jang chusus untuk bag}an-baglankpin-
duduk jang penting jang sebagai demikian tidak masuk ke-
Wargaan sesuatu daerah-bagian; .

h. Pengaturan asasaasas—pokOk hukum~pidana. s

. tjara perdata —

i. Pengaturan asas-asas-pokok hukum at; _ . .
termasuk dalamnja hukum bukti — dan hukum atjara pidana;

j- Pengaturan susunan kehakiman federal:h

k. Tugas dan kekuasaan pendaftaran tanah; 2

l. Pengembalian perhubungan-hukum ekonomi;

m.  Ganti-rugi kerugian perang;

dengan pengertian, bahwa
muat, bahwa tentang banjak-

dan transmigrasi,
tu terdjadi dida-
-bagian dan dengan pengertian,
rasi dari suatu daerah-bagian ke-
tentu harus ada persesuaian antara
gkutan tentang banjaknja transmigrasi

.
r

e
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Mengatur dan mendjalankan tugas polisi bersangkygap

n. e okak pokok penjelenggaraan~pemerintahan federal,

denga : olisi;
didikan Pegawal ?.tasan p ; ? v
I}-\);enngadakan- persediaan-persediaan untuk memadjukap

ketjakapan teknik dan daja-guna kepolisian Republik Indo.

iq Serikat; - ' : '
nesia tindakan-tindakan untuk memadjukan ker.

Mengadakan- .
djasaing jang tepat, dimana perlu, dalam pekerdjaan pelbagaj

aiat-perlengkapan polisi;

o. ‘Hal mata-uang, hal uang dan Hal bank, dan djuga

pengaturan devisen;

p. Pengaturan padjak perseroan;
£y Pengaturan padjak kekajaan;

r. Pengaturan padjak pendapatan untuk hal-hal istimewa
jang ditentukan undang-undang federal; :

5. Pengaturan impor dari dan ekspor keluar negeri, ter-
masuk bea-masuk dan bea-keluar dan djuga penentuan

daerah-bea;
t. Pengaturan bea meterai;

i Pe.ngaturan tjukai, sekadar penting bagi Republik
Indonesia Serikat seluruhnja;

v. Monopoli-monopoli pemerintah;

w. Hubungan-hubungan luar negeri, hak-hak dan ke-
wadjlpan-kewadjiban terhadap pemerintah-pemerintah luar-
negeri, dan djuga pada umumnja segala pokok jang mem-
~ punjai hubungan rapat dengan perhubungan dengan luar-

negeri, (sedang dalam perhubungan itu Republik Indonesia
Serikat harus seluruhnja bertindak)

pi;éna_Pgrtahlfnan negeri, termasuk hal mengatur hukum
an hukum patuh-taat ketenteraan, madi -dan zahirl,

.
!

an i .
an susunan kehakiman jang bersangkutan dengan itu, dan

djuga men -
gatur d _ ke
adaan darurat _pel,zl:lg’?engumumkan keadaan perang dan ke

y. Institut dan

bagi Republik Ind organisasi i]mu-pengetahuan j.ang penting

onesia Serikat seluruhnja;
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;. Pemeliharaan monumen dan perlindungan alam jan
senting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja; B

A, Pengumun}an bahan-bahan statistik dan dokumen
jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

B. Pengaturan dan tindakan-tindakan sesial jang pen-
ting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

C. Memberikan pedoman-pedoman tentang kedudukan-
hukum kepegawaian pemerintah, supaja sedapat-dapatnja
didjamin kesesuaian dalam peraturan-peraturan jang ber-
sangkutan;

D. Pengaturan pengadjaran tinggi dan djalan penga-
djaran akademi jang berhubungan dengan itu, termasuk pe-
doman-pedoman tentang pendidikan-pendidikan jang mem-
beri hak untuk masuk udjian-udjian akademi, dan akibat sipil
idjazah pengadjaran tinggi;

E. Pedoman-pedoman tentang penerangan dan penjiaran
radio, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat se-
luruhnja;

F. Aturan-aturan umum tentang pengawasan atas impor
dan djuga tentang pengudjian pilem-pilem;

G. Pedoman-pedoman umum tentang pp]itik agraria, se-
kadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

H. Menolak penjakit menular;

[. Perniagaan, keradjinan, pertanian, penternakan, peri-
kanan dan urusan-urusan ekonomi jang lain diantz_:lran)a et
masuk penjediaan makanan, sekadar penting bagi Republik
ndonesia Serikat seluruhnja;

I Perhubungan lalu-lintas, sekadar lebfh penting ddarri
Pada bagi satu daerah-bagian sadja, dan djuga peman e
an penerangan pantai;

K. Penerbangan dan meteorologi:
L. Topografi dan hidrografi; MR Pviog SN S
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M. Pengawasan dilaut;
N. Pemeliharaan pelabuhan-pelabuhan dbi
sungai, sekadar penting bagi pelajaran antarnegara; sungai.
O. Urusan pos telgram dan tel j
s BT pon, sek
Indonesia Serikat jang menjediakan kebutuh:n?lii:gutljﬁpublik
P. Pengaturan pertambangan; it

Q. Perundang-undan

B : * gan umum tentang t ;
listrik, dan djuga pembangunan dan ekspl%ta:in o
perusahaan tenaga air jang ditentukan oleh fedei'):sr.il.lsahaan.

R. Hal tera.
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PIAGAM-PERSETUD]UAN

Antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi_
Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federa]

(Bijeenkomst Federaal Overleg) tentang rentjana

Nr 3, 1950

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Oktober
tahun seribu sembilan-ratus empat-puldh sembilan kami De-
legasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk
Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal Overleg)
jang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen,

Setelah mempertimbangkan dan menjetudjui pikiran-pikiran
ketatanegaraan jang disusun oleh kedua Panitia Ketatanega-
raan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheve-
ningen dan 's-Gravenhage semendjak bulan Agustus sampai
achir bulan Oktober tahun 1949;

Dengan mendjundjung tinggi segala putusan kebulatan
jang diambil dalam Konperensi Inter-Indonesia dalam sidang-
nja dikota Jogjakarta dan Djakarta dalam bulan Djuli dan
Agustus 1949;

Setelah mempeladjari dan mempertimbangkan rentjana
Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami

MENJATAKAN

Ui - Dasar
bahwa kami menjetudjui naskah Undang-undang Da
Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat

jang dilampirkan pada Piagam-—Persetudjuan ini. e
ikan itu kami

Kemudian dari pada itu maka untuk membukti :
kedua Delegasi dengan bersaksikan Tuhan Jang Maha-Esa

ingi Bangsa dan
terhadap sikap-sutji dan kesungguhan-keinginan
Tanah Air Ilzldonlesia Serikat membubuhkan tanda-tangan

parap kami pada Piagam-Persetudjuan ini:

a. Untuk Republik Indonesia,

Pemimpin Delegasi Republik Indonesia.

Drs. Mon. HATTA.
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[Itusan Kalimantan Barat,

SurraN Hamip 11,
Ketua B.F.O.

Litusan Indonesia Timur,

Ipe ANak Aqunag GDE AGUNG,
Wakil Ketua B.F.O. pertama,

Utusan Madura,

Dr. Sorrarmo,
Wakil Ketua B.IF.O. kedua.

Lltusan Bandjar,
A. A. Rivarn

Utusan Bangka,
SALEH ACHMAD.

Utusan Belitung,
K. A. Mou. Jorsorr,

Utusan Dajak Besar,
MOoOHCRAN BIN Haps1 Mon. AL

Utusan Djawa Tengah,
Dr. R. Supimo,

Utusan Djawa Timur,

R. Ta. Dyuwrro.

Utusan Kalimantan Tenggara,
M. Jamani,
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Utusan Kalimantan Timur,
ApJ1 PANGERAN SOSRONEGORO,

Utusan Pasundan,
Mr. R. Ta. Dsumaana WIRIAATMADJA,

Utusan Riau,
Rapsa MoHAMMAD;

Utusan Sumatera Selatan,
AspuL MALIK.

Iltusan Sumatera Timur,

Rapsa KALiaMSJAH SINAGA.
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